MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memberi kemudahan, ketertiban,
kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan tata
naskah dinas, perlu mengatur kembali pedoman
tata naskah dinas di lingkungan Kementerian
Perdagangan;

bahwa  Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor
62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum di bidang kearsipan, sehingga perlu diganti;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Tata Naskah Dinas Kementerian

Perdagangan;



Mengingat

% I

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2017
tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia 2017
Nomor 1906);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2019
tentang Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 246);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian




Menetapkan
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Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1187);

Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 732);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA
NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis,
susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat
penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan
dalam komunikasi kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima
oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian
Perdagangan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

penyelenggaraan kearsipan.
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Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan
arsip di lingkungannya.

Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
yang selanjutnya disebut Unit Organisasi adalah
Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat
Jenderal, dan Badan-Badan.

Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang
selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Biro, Pusat,
Inspektorat, Direktorat, Balai, dan  Perwakilan
Perdagangan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Format adalah susunan dan bentuk naskah yang
menggambarkan tata letak dan redaksional serta
penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.
Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan
dalam gambar burung garuda sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri atas
gambar dan tulisan yang merupakan ientitas resmi
kementerian.

Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat
jabatan dan/atau instansi yang digunakan sebagai
tanda pengenal yang sah dan berlaku yang dibubuhkan
pada ruang tandatangan.

Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid
free) atau memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki
keawetan, dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu
lama.

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah
hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk
menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.

Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang
selanjutnya  disebut SRIKANDI adalah  aplikasi
pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem

pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar,
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dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat
dan/atau pemerintah daerah.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan
hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak
dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat
elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas merupakan acuan dalam
penyusunan kebijjakan Tata Naskah Dinas di
lingkungan Kementerian Perdagangan.
Ruang lingkup Tata Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas;
b. pembuatan Naskah Dinas;
c. pengamanan Naskah Dinas;

pejabat penandatangan Naskah Dinas; dan

e. pengendalian Naskah Dinas.

BAB II
JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf a terdiri atas:
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a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi; dan

c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua

Naskah Dinas Arahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4
Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a terdiri atas:
a. Naskah Dinas pengaturan;
b. Naskah Dinas penetapan; dan

c. Naskah Dinas penugasan.

Paragraf 2

Naskah Dinas Pengaturan

Pasal 5
Jenis Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
a. peraturan perundang-undangan;
b. instruksi;
c. surat edaran; dan

standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

Pasal 6
Pembentukan dan teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-

undangan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 7
Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa
petunjuk/arahan teknis mengenai pelaksanaan suatu
kebijakan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8
Susunan dan bentuk instruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 terdiri atas:
a. kepala;
b. konsideran,;
c. batang tubuh; dan
d. kaki.
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk instruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢ merupakan Naskah Dinas yang memuat
pemberitahuan mengenai hal tertentu yang dianggap
penting dan mendesak.

Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan tertinggi.

Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai

dengan kewenangannya.

Pasal 10
Susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
a. kepals;

b. batang tubuh; dan



(1)

(2)

(1)

c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat edaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf d
merupakan standar operasional prosedur dari berbagai
proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jenis, susunan, bentuk, dokumen, dan penetapan
standar operasional prosedur administrasi pemerintahan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman
penyusunan standar operasional prosedur administrasi

pemerintahan.

Paragraf 3

Naskah Dinas Penetapan

Pasal 12
Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b disusun dalam bentuk keputusan.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh

pejabat Kementerian Perdagangan.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani

keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

yaitu pimpinan tertinggi atau pejabat lain yang menerima

pelimpahan wewenang.




(1)

(2)

(1)

Pasal 14
Susunan dan bentuk keputusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 terdiri atas:
a. kepals;
b. konsiderans;
c. diktum;
d. batang tubuh; dan
e. kaki.
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Naskah Dinas Penugasan

Pasal 15

Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c disusun dalam bentuk surat perintah
atau surat tugas.

Surat perintah atau surat tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan Naskah Dinas yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat
lain yang diperintah atau diberi tugas.

Surat perintah dan surat tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat hal yang harus dilakukan oleh
bawahan atau pejabat lain yang diperintah atau diberi

tugas.

Pasal 16

Surat perintah atau surat tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau

pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas,

wewenang, dan tanggung jawabnya.
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Pasal 17

(1) Susunan dan bentuk surat perintah dan surat tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. kepala;
b. batang tubuh; dan
c. kaki.

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat perintah
dan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Naskah Dinas Korespondensi

Paragraf 1

Umum

Pasal 18
Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b terdiri atas:
a. Naskah Dinas korespondensi internal; dan

b. Naskah Dinas korespondensi eksternal.

Paragraf 2

Naskah Dinas Korespondensi Internal

Pasal 19
Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
a. nota dinas;
b. disposisi; dan

c. surat undangan internal.



(2)
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Pasal 20
Nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
a merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi resmi
internal antar pejabat di lingkungan Kementerian
Perdagangan.
Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas,

wewenang, dan tanggung jawabnya.

Pasal 21
Susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 terdiri atas:
a. kepala;
b. batang tubuh; dan
c. kaki.
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk nota dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Dalam penyusunan nota dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 harus memperhatikan ketentuan:

a.
b.

(1)

(2)

nota dinas tidak dibubuhi Cap Dinas; dan
paling sedikit harus mencantumkan nomor, kode

klasifikasi, dan tahun.

Pasal 23
Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
merupakan petunjuk tertulis singkat mengenai tindak
lanjut atau tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk
dan ditulis secara jelas pada lembar disposisi.
Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pejabat

pemerintah dengan jenjang jabatan di bawahnya.
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Ketentuan mengenai contoh disposisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 24

Surat undangan internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf ¢ merupakan surat dinas yang memuat
undangan kepada pejabat atau pegawai di lingkungan
Kementerian Perdagangan untuk menghadiri suatu acara
kedinasan tertentu yang dapat berupa rapat, upacara,
atau forum grup diskusi.

Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,

fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Pasal 25
Susunan dan Dbentuk surat undangan internal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:
a. kepals;
b. batang tubuh; dan
c. kaki.
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat
undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3

Naskah Dinas Korespondensi Eksternal

Pasal 26
Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b disusun dalam bentuk

surat dinas.
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Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung

jawabnya.

Pasal 27
Susunan dan bentuk surat dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 terdiri atas:
a. kepals;
b. batang tubuh; dan
c. kaki.
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Naskah Dinas Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf ¢ terdiri atas:

a.

o

a0

5o ot o

surat perjanjian;
surat kuasa;
berita acara;
surat keterangan;
surat pengantar;
pengumuman;
laporan; dan

telaah staf.
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Paragraf 2

Surat Perjanjian

Pasal 29
Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf a merupakan Naskah Dinas yang berisi
kesepakatan bersama mengenai sesuatu hal yang
mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk
melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang
telah disepakati bersama.
Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. perjanjian dalam negeri; dan

b. perjanjian internasional.

Pasal 30

Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2) huruf a merupakan kerjasama antar
lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun
daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama,
perjanjian kerjasama, atau bentuk lain.

Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan antar lembaga di dalam negeri, baik di
tingkat pusat maupun daerah dibuat dan ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas,

wewenang, dan tanggung jawabnya.

Pasal 31
Susunan dan bentuk perjanjian dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:
a. kepala;
b. batang tubuh; dan
c. kaki.
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk perjanjian
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 32

(1) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan perjanjian, dalam
bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum
internasional yang dibuat secara tertulis serta
menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum
publik.

(2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih,
organisasi internasional, atau subjek hukum
internasional lain berdasarkan kesepakatan dan para
pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian

tersebut dengan iktikad baik.

Pasal 33
Penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen
perjanjian atau nota diplomatik, dan cara lain sebagaimana
disepakati para pihak dalam perjanjian internasional
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perjanjian internasional.

Paragraf 3

Surat Kuasa

Pasal 34

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf b merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian
wewenang kepada badan hukum, kelompok orang,
perseorangan, atau pihak lain dengan atas namanya
untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka
kedinasan.

(2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
penandatanganan perjanjian internasional merupakan
surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang
memberikan kuasa kepada satu pejabat/badan hukum
atau beberapa pejabat/badan hukum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.




(1)

(2)

(1)

(2)

(2)
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Pasal 35
Susunan dan Dbentuk surat kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:
a. kepala;
b. batang tubuh; dan
c. kaki.
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat kuasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Berita Acara

Pasal 36
Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf ¢ merupakan Naskah Dinas yang berisi tentang
pernyataan bahwa telah terjadi suatu proses pelaksanaan
kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani
oleh para pihak dan para saksi.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

disertai lampiran.

Pasal 37
Susunan dan bentuk berita acara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 terdiri atas:
a. kepala;
b. batang tubuh; dan
c. kaki.
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.




(1)

(1)

(2)

(1)

- 1Y =

Paragraf 5

Surat Keterangan

Pasal 38
Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf d merupakan Naskah Dinas yang berisi informasi
mengenai hal, peristiwa, atau mengenai seseorang untuk
kepentingan kedinasan.
Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan

tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Pasal 39
Susunan dan bentuk surat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas:
a. kepala;
b. batang tubuh; dan
c. kaki.
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6

Surat Pengantar

Pasal 40
Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf e merupakan Naskah Dinas yang digunakan untuk
mengantar/ menyampaikan barang atau naskah.
Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang
mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang,

dan tanggung jawabnya.
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Pasal 41
Susunan dan bentuk surat pengantar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas:
a. kepals;
b. batang tubuh; dan
c. kaki.
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat
pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7

Pengumuman

Pasal 42

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf {f merupakan Naskah Dinas yang memuat
pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan
kepada semua pejabat, pegawai, perseorangan, atau
lembaga.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau

pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 43
Susunan dan bentuk pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas:
a. kepala;
b. batang tubuh; dan
c. kaki.
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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Paragraf 8

Laporan

Pasal 44
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g
merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan

mengenai pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian tertentu.

Pasal 45
(1) Wewenang pembuatan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 dilakukan oleh pejabat atau staf yang
diberi tugas.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pejabat atau staf yang diserahi

tugas.

Pasal 46

(1) Susunan dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 terdiri atas:
a. kepala;
b. batang tubuh; dan
c. kaki.

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 9
Telaah Staf

Pasal 47
Telaah staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h
merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat
atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai
suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar atau

pemecahan yang disarankan.



(1)
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Pasal 48
Susunan dan bentuk telaah staf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 terdiri atas:
a. kepals;
b. batang tubuh; dan
c. kaki.
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk telaah staf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b, perlu memperhatikan prinsip sebagai

berikut:

a. diciptakan atau dibuat dan dikirim oleh pihak yang
berwenang;

b. bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, dan kaidah
bahasa menggunakan bahasa yang formal, logis, efektif,
singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami;

c. dilaksanakan pengamanan terhadap Naskah Dinas
sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses Naskah
Dinas; dan

d. proses pembuatan Naskah Dinas didokumentasikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 50
(1) Pembuatan Naskah Dinas menggunakan:
a. media rekam kertas; atau
b. media rekam elektronik.
(2) Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diawali dengan menentukan jenis, susunan, dan

bentuk Naskah Dinas.

Pasal 51
Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b
menggunakan:
a. SRIKANDI; atau
b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 52
Dalam pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 memuat unsur sebagai berikut:
Lambang Negara atau Logo;

4,
b. penomoran Naskah Dinas;

o

penggunaan kertas, amplop, dan tinta;

d. ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata
penyambung;
penentuan batas atau ruang tepi;

f. nomor halaman;

g. tembusan,;

h. lampiran;

i. tanda tangan, paraf, dan cap; dan

j.  perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah

Dinas.



(1)

(2)
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Bagian Kedua

Lambang Negara atau Logo

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

Lambang Negara atau Logo sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 huruf a digunakan dalam Tata Naskah
Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang
bersifat resmi.

Selain Lambang Negara atau Logo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Naskah Dinas dapat
ditambahkan atribut tertentu sesuai dengan karakteristik

atau kebijakan Kementerian Perdagangan.

Paragraf 2

Penggunaan Lambang Negara

Pasal 54

Lambang Negara digunakan pada Naskah Dinas yang

ditandatangani oleh Menteri dan Wakil Menteri.

(1)

Pasal 55

Lambang Negara dapat digunakan pada Naskah Dinas
yang ditandatangani oleh pejabat yang bertindak atas
nama Menteri.

Lambang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara
simetris pada Naskah Dinas.

Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi kop Naskah
Dinas jabatan dengan Lambang Negara tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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Pasal 56
Dalam hal terdapat kerja sama yang dilakukan antara
Kementerian Perdagangan dan kementerian atau lembaga
lain di lingkungan pemerintah, map Naskah Dinas harus

menggunakan Lambang Negara.

Paragraf 3
Penggunaan Logo

Pasal 57

(1) Kementerian Perdagangan memiliki Logo sebagai
identitas lembaga.

(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
oleh pejabat berwenang selain pimpinan tertinggi pada
Kementerian Perdagangan.

(3) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan
di sebelah kiri kepala surat pada Naskah Dinas.

Pasal 58
Tata letak Logo dalam perjanjian kerja sama sektoral antara
Kementerian Perdagangan dengan kementerian, lembaga,
pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah
kabupaten/kota, Logo  yang dimiliki Kementerian
Perdagangan, kementerian, lembaga, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota diletakkan

di atas map naskah perjanjian dan/atau naskah perjanjian.

Bagian Ketiga

Penomoran Naskah Dinas

Pasal 59
(1) Penomoran Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas
penetapan menggunakan angka arab.
(2) Penomoran Naskah Dinas penugasan menggunakan

angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa:



(2)
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a. kode klasifikasi;

b. nomor;

c. inisial Unit Kerja; dan
d. tahun terbit.

Pasal 60
Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal
menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling
sedikit berupa:
a. kode klasifikasi;
b. nomor;
c. inisial Unit Kerja; dan
d. tahun terbit.
Penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal
menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling
sedikit berupa:
a. kategori klasifikasi keamanan;
b. kode klasifikasi;
C. nomor;
d. inisial Unit Kerja; dan

e. tahun terbit.

Pasal 61

Penomoran Naskah Dinas khusus menggunakan angka arab

dengan memuat unsur paling sedikit berupa nomor dan tahun

terbit.

Pasal 62

Ketentuan mengenai contoh penomoran Naskah Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal

61 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Bagian Keempat

Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta

Paragraf 1

Umum

Pasal 63
Kertas, amplop, dan tinta digunakan pada Naskah Dinas

dengan media rekam kertas.

Paragraf 2

Kertas

Pasal 64
(1) Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas
pengaturan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. kertas jenis houtvrij schrijfpapier (HVS);

b. ukuran F4; dan

c. standar Kertas Permanen.

(2) Standar Kertas Permanen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. gramatur paling sedikit 70 gram/m? (tujuh puluh
gram per meter persegi);

b. ketahanan sobek paling sedikit 350 mN (tiga ratus
lima puluh milinewton);

c. ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (dua koma
empat puluh dua) metode schopper atau 2,18 dua
koma delapan belas) metode MIT;

d. power of hydrogen (pH) pada rentang 7,5-10 (tujuh
koma lima sampai dengan sepuluh);

e. kandungan alkali kertas paling sedikit 0,4 mol
asam/kg (nol koma empat mol asam per kilogram);
dan

f. daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa

paling sedikit S (lima).
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Pasal 65
Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas

korespondensi merupakan kertas jenis houtvrij schrijfpapier

(HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 gram/m?2

(tujuh puluh gram per meter persegi).

Pasal 66
Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam
pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan
dengan memperhatikan ketahanan kertas dalam hal Naskah
Dinas memiliki jangka waktu simpan yang lama atau memiliki

nilai guna kesejarahan.

Paragraf 3
Amplop

Pasal 67
Ukuran, bentuk, dan warna amplop yang digunakan untuk
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas
dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan

kepentingan Kementerian Perdagangan.

Pasal 68

(1) Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan
alamat tujuan.

(2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Lambang Negara atau Logo, nama Kementerian
Perdagangan atau jabatan, serta alamat Kementerian
Perdagangan.

(3) Alamat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditulis lengkap dengan nama jabatan atau lembaga dan

alamat lembaga.

Pasal 69
(1) Surat dinas yang siap untuk dikirim harus dilipat

sesuai ukuran amplop dengan mempertemukan sudut




(2)

(1)
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lipatannya agar lurus dan rapi dengan kepala surat
menghadap kedepan kearah penerima surat.

Pada amplop yang mempunyai jendela kertas kaca,
Kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat

pada jendela amplop.

Paragraf 4
Tinta

Pasal 70
Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas
merupakan tinta pigment (durabrite).
Dalam hal terdapat kebutuhan penggunaan tinta di luar
jenis tinta yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), jenis tinta tersebut dapat disesuaikan

dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta
Kata Penyambung

Pasal 71

Dalam penentuan jarak spasi pada Naskah Dinas harus

memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

(1)

(3)

Pasal 72
Jenis dan ukuran huruf yang digunakan pada kop
Naskah Dinas yaitu PT Sans Narrow.
Jenis huruf pada Naskah Dinas arahan yaitu Bookman
Old Style dengan ukuran 12 (dua belas).
Jenis huruf dan wukuran pada Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Aral

dengan ukuran 12 (dua belas).




(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 73
Kata penyambung merupakan kata yang digunakan
sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman
berikutnya.
Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditulis pada:
a. akhir setiap halaman;
b. baris terakhir teks disudut kanan bawah halaman;
dan
c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama
halaman berikutnya.
Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam

elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Keenam

Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 74
Penentuan batas atau ruang tepi pada kertas bertujuan
untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan
Naskah Dinas.
Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ruang tepi atas:
1. apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2
(dua) spasi dibawah kop; dan
2. apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit
2 cm (dua sentimeter) dari tepi atas kertas.
b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 cm (dua koma
lima sentimeter) dari tepi bawah kertas;
c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 cm (tiga sentimeter)
dari tepi kiri kertas; dan
d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 cm (dua

sentimeter) dari tepi kanan kertas.
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(2)
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Bagian Ketujuh

Nomor Halaman

Pasal 75
Nomor halaman pada Naskah Dinas menggunakan angka
arab.
Letak nomor halaman dicantumkan secara simetris di
tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung “-“
sebelum dan sesudah nomor kecuali halaman pertama
Naskah Dinas yang menggunakan kop tidak perlu

mencantumkan nomor halaman.

Bagian Kedelapan

Tembusan

Pasal 76
Tembusan Naskah Dinas memiliki tujuan untuk
menunjukan bahwa pihak yang bersangkutan perlu
mengetahui isi surat tersebut.
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada

pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas.

Bagian Kesembilan
Lampiran

Pasal 77
Lampiran pada Naskah Dinas dengan media rekam
kertas harus ditandatangani oleh Pejabat yang
berwenang.
Lampiran pada Naskah Dinas dengan media rekam
kertas elektronik yang terpisah dari Naskah Dinas
pengantar harus ditandatangani oleh Pejabat yang

berwenang.
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Pasal 78

Dalam hal lampiran Naskah Dinas memiliki lebih dari satu

halaman, setiap halaman lampiran harus diberi nomor

halaman dengan angka arab.

Bagian Kesepuluh
Tanda Tangan, Paraf, dan Cap

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

Tanda tangan, paraf, dan Cap merupakan bentuk

pengabsahan Naskah Dinas.

(3)

(1)

Paragraf 2

Tanda Tangan

Pasal 80
Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas berfungsi
sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas
penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan
keutuhan informasi.
Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. tanda tangan basah; dan
b. Tanda Tangan Elektronik.
Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang

berwenang.

Pasal 81
Tanda tangan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 ayat (2) huruf a digunakan pada Naskah Dinas

dengan media rekam kertas.
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(2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (2) huruf b digunakan pada Naskah Dinas

dengan media rekam elektronik.

Pasal 82

Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

80 ayat (2) huruf b memiliki kekuatan hukum dan akibat

hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya
kepada pejabat penanda tangan;

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat
proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam
kuasa pejabat penanda tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik
yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui,

d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang
terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah
waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara  tertentu  yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa pejabat penanda tangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa
pejabat penandatangan telah memberikan persetujuan
terhadap Naskah Dinas dengan media rekam elektronik

yang terkait.

Pasal 83

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas

berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan
dan bentuk kode Quick Response (QR Code) yang disertai
nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;

b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik
didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus
dicetak;
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c. pendistribusian sebagaimana dimaksud pada huruf b
dilakukan melalui SRIKANDI, media daring, atau media
luring; dan

d. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.

Paragraf 3
Paraf

Pasal 84

(1) Konsep Naskah Dinas harus diparaf terlebih dahulu oleh
pejabat yang  berwenang  dibawahnya  sebelum
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bentuk koordinasi berjenjang antar pejabat sebelum
dilakukan penandatanganan.

(3) Fitur paraf dalam Naskah Dinas dengan media rekam
elektronik dapat berbentuk catatan riwayat (log history)
Naskah Dinas dalam basis data (database) sebelum
dilakukan  penandatanganan oleh  pejabat yang

berwenang.

Pasal 85
Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan

paraf.

Pasal 86
Naskah Dinas dengan media rekam kertas yang konsepnya
terdiri atas beberapa halaman, harus diparaf terlebih dahulu
pada setiap lembar Naskah Dinas oleh pejabat yang
menandatangani dan pejabat pada jenjang jabatan di

bawahnya.
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Pasal 87

Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(2)

untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah
pejabat penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah
kanan atau setelah nama jabatan penandatangan; dan

untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat dibawah
pejabat penandatangan Naskah Dinas berada disebelah

kiri atau sebelum nama jabatan penandatangan.

Pasal 88
Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan dan
memerlukan koordinasi antar Unit Kerja, pejabat yang
berwenang dari unit terkait ikut serta membubuhkan
paraf pada kolom paraf koordinasi.
Letak paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berada di sebelah kanan atau setelah nama jabatan

penandatangan.

Paragraf 4
Cap

Pasal 89
Cap digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
kertas.
Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam

elektronik.

Pasal 90

Cap dinas terdiri atas:

a.

cap jabatan yang memuat nama jabatan yang digunakan
sebagai tanda keabsahan Naskah Dinas;

cap kementerian yang memuat Lambang Negara atau
Logo yang digunakan sebagai tanda keabsahan Naskah
Dinas; dan

cap unit yang memuat nama Unit Organisasi.
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Pasal 91
Bentuk dan ukuran cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 92
Cap yang digunakan untuk Naskah Dinas sangat rahasia dan
rahasia dapat menggunakan cap yang dicetak timbul (emboss)
tanpa menggunakan tinta dengan maksud untuk menghindari

pemalsuan.

Bagian Kesebelas

Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas

Pasal 93
Perubahan Naskah Dinas yaitu mengubah bagian tertentu
dari Naskah Dinas yang dinyatakan dengan lembar

perubahan.

Pasal 94
Pencabutan Naskah Dinas dapat dilakukan karena Naskah
Dinas tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

sederajat, atau kebijakan yang ditetapkan.

Pasal 95
Pembatalan Naskah Dinas merupakan pernyataan bahwa
seluruh materi Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi melalui
suatu pernyataan pembatalan dalam Naskah Dinas yang

baru.

Pasal 96
Ralat Naskah Dinas merupakan perbaikan yang dilakukan
terhadap sebagian materi Naskah Dinas melalui pernyataan

ralat dalam Naskah Dinas yang baru.
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Pasal 97

Dalam hal Naskah Dinas yang diubah, dicabut, atau
dibatalkan bersifat mengatur, harus diubah, dicabut,
atau dibatalkan dengan Naskah Dinas yang setingkat
atau lebih tinggi.

Pejabat yang  berhak  menentukan  perubahan,
pencabutan, dan pembatalan yaitu pejabat yang
menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh
pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

Ralat yang bersifat kekeliruan kecil berupa salah ketik,
dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani Naskah

Dinas.

BAB IV
PENGAMANAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

Pengamanan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ paling sedikit memuat:

a.

penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses

Naskah Dinas; dan

perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan

klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:

1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan
akses;

2. pemberian nomor seri pengaman (security printing);
dan

3. pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas.
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Pasal 99

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam

elektronik, SRIKANDI harus memuat fitur pengamanan

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.

Bagian Kedua
Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan

dan Akses Naskah Dinas

Pasal 100

Klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 huruf a ditentukan dengan kategori:

a.
b.

g

=

(1)

(1)

sangat rahasia;
rahasia;
terbatas; dan

biasa atau terbuka.

Pasal 101
Penentuan kategori klasifikasi keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 disesuaikan dengan
kepentingan dan substansi Naskah Dinas.
Penentuan kategori klasifikasi keamanan sebagaimana
Dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 2 (dua)
tingkat klasifikasi Naskah Dinas.

Pasal 102

Hak akses terhadap Naskah Dinas dengan kategori
sangat rahasia, rahasia, dan terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, huruf b, dan huruf c,
hanya diberikan kepada pimpinan tertinggi Kementerian
Perdagangan dan/atau pihak yang berwenang.

Hak akses terhadap Naskah Dinas dengan Kklasifikasi
biasa atau terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal
100 huruf d, dapat diberikan kepada seluruh pegawai

atau masyarakat.
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Bagian Ketiga
Perlakuan terhadap Naskah Dinas

Berdasarkan Klasifikasi Keammanan dan Akses

Paragraf 1

Umum

Pasal 103
(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode
derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada
sebelah kiri atas Naskah Dinas.
(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi
keamanan sangat rahasia dan rahasia, dapat

mengunakan amplop rangkap dua.

Pasal 104
Terhadap Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang
memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan
terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan

perkembangan teknologi.

Paragraf 2

Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses

Pasal 105

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 huruf b angka 1 diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode “SR” dengan
menggunakan tinta warna merabh;

b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode “R“ dengan
menggunakan tinta warna merabh,;

c. Naskah Dinas terbatas diberikan kode “T“ dengan
menggunakan tinta hitam; dan

d. Naskah Dinas biasa atau terbuka diberikan kode “B*

dengan menggunakan tinta hitam.
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Paragraf 3

Pemberian Nomor Seri Pengaman (Security Printing)

Pasal 106

(1) Pemberian nomor seri pengaman (security printing)

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b angka 2
pada Naskah Dinas bertujuan untuk menjamin
keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah
Dinas.

Pemberian nomor seri pengaman (security printing)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan perkembangan teknologi.

Pasal 107

Penggunaan nomor seri pengaman (security printing) pada

Naskah Dinas dapat dilakukan dengan metode sebagai

berikut:

a. watermarks;

b. rosettes;

c. guilloche;

c. filterimage;

e. anticopy;

f.  microtext;

a. linewidth modulation;

reliefmotif;
Invisibleink; atau

metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 108

Ketentuan mengenai metode nomor seri pengaman (security

printing) pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 107 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Paragraf 4
Pembuatan dan Pengawasan

Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia

Pasal 109
Pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas yang bersifat
rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b angka
3 dilakukan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi

di bidang ketatausahaan.

Pasal 110
Pembuatan nomor seri pengaman (security printing) dan
pencetakan pengamanan dapat dikoordinasikan dengan

lembaga teknis terkait.

BAB V
PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS

Pasal 111

(1) Pejabat penanda tangan Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh
setiap Unit Organisasi.

(2) Setiap Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menetapkan batasan kewenangan pejabat
penanda tangan seluruh jenis Naskah Dinas pada
jenjang jabatan.

(3) Ketentuan mengenai contoh susunan dan bentuk
batasan kewenangan penanda tangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 112
(I) Menteri dapat memberikan mandat kepada pejabat lain
yang menjadi bawahannya untuk menandatangani
Naskah Dinas, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(1)

- 40 -

Penggunaan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan menyebut:
atas nama (a.n.);

a
b. untuk beliau (u.b.);

2

pelaksana tugas (plt.); atau

£

pelaksana harian (plh.).

Pasal 113

Penggunaan “atas nama (a.n.)” sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam
hal pejabat yang berwenang menandatangani Naskah
Dinas melimpahkan kepada pejabat di bawahnya.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan
“atas nama (a.n.)” meliputi:

pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis;

materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas

dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan; dan
c. tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan

Naskah Dinas  berada pada  pejabat yang

melimpahkan wewenang.

Pasal 114
Penggunaan “untuk beliau (u.b.)” sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam
hal pejabat yang diberi kuasa memberi kuasa kepada
pejabat satu tingkat di bawahnya.
Penggunaan “untuk beliau (u.b.)” sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) setelah “atas nama (a.n.)”.

Pasal 115
Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah
Dinas melalui “untuk beliau (u.b.)” hanya sampai pejabat
dua tingkat di bawahnya.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan

“untuk beliau (u.b.)” meliputi:



(2)

(3)

(4)

(1)
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a. pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai
dua tingkat struktural dibawahnya,;

b. materi yang ditangani merupakan tugas dan
tanggung jawabnya;

c. dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk
sebagai pejabat pengganti yaitu pelaksana tugas
atau pelaksana harian; dan

d. tanggung jawab berada pada pejabat yang telah

diberi kuasa.

Pasal 116
Penggunaan “pelaksana tugas (plt.)” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf ¢ dilakukan
oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari
pejabat definitif yang berhalangan tetap.
Pelimpahan  wewenang  “pelaksana tugas (plt.)”
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam
bentuk tertulis.
Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifat sementara sampai dengan pejabat yang
definitif ditetapkan.
Batasan kewenangan “pelaksana tugas (plt.)” sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Penggunaan “pelaksana harian (plh.)” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dilakukan
oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari
pejabat definitif yang berhalangan sementara.

Pelimpahan wewenang “pelaksana harian (plh.)”
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam
bentuk tertulis.

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifat sementara sampai dengan pejabat yang

definitif kembali di tempat.
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(4) Batasan kewenangan “pelaksana harian (plh.)” sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118
Ketentuan mengenai contoh penggunaan kewenangan Mandat
berupa “atas nama (a.n.)”, “untuk beliau (u.b.)”, “pelaksana
tugas (plt.)” dan “pelaksana harian (plh.)” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 117
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 119
Pengendalian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan melalui kegiatan:
a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan

b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua

Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Paragraf 1

Umum

Pasal 120
(1) Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 huruf a terdiri atas:
a. pengendalian Naskah Dinas masuk pada media
rekam kertas; dan
b. pengendalian Naskah Dinas masuk pada media

rekam elektronik.
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Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:

a.

penerimaan Naskah Dinas masuk dipusatkan di
Unit Kearsipan dan/atau unit lain yang
menyelenggarakan fungsi kesekretariatan;
penerimaan Naskah Dinas dianggap sah apabila
diterima oleh petugas atau pihak yang berhak
menerima di Unit Kearsipan; dan

Naskah Dinas masuk yang disampaikan langsung
kepada pejabat atau staf Unit Pengolah harus

diregistrasikan di Unit Kearsipan.

Paragraf 2
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

pada Media Rekam Kertas

Pasal 121

Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam

kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf

a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a.
b

£

s

penerimaan;

pencatatan;

pengarahan; dan

penyampaian.

Pasal 122

Tahap penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121

huruf a, Naskah Dinas masuk yang diterima dalam sampul

tertutup dikelompokkan berdasarkan Kkategori klasifikasi

keamanan, yaitu:

a
b.

C.

sangat rahasia (SR);

rahasia (R);

terbatas (T); atau

biasa atau terbuka (B).
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Pasal 123

(1) Tahap pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
121 huruf b yaitu pencatatan Naskah Dinas masuk yang
diterima dari petugas penerimaan yang telah
dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi
keamanan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan meregistrasi Naskah Dinas pada
sarana pengendalian Naskah Dinas.

(3) Sarana pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa:

a. buku agenda Naskah Dinas masuk;
b. kartu kendali; atau
c. takah.

(4) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:

nomeor urut;

a.
b. tanggal penerimaan;

c. tanggal dan nomor Naskah Dinas;
d. asal Naskah Dinas;

e. isiringkas Naskah Dinas;

f.  Unit Kerja yang dituju; dan

g. keterangan.

Pasal 124
Pengarahan Naskah Dinas masuk dengan Kklasifikasi
keamanan sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), dan
biasa atau terbuka (B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
121 huruf c disampaikan langsung kepada Unit Pengolah
yang dituju.

Pasal 125
(1) Naskah Dinas masuk disampaikan kepada Unit Pengolah
sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian

Naskah Dinas.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
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Bukti penyampaian Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan:

a. buku ekspedisi; atau

b. lembar tanda terima penyampaian.

Bukti penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat informasi mengenai:

a nomor urut pencatatan;

b. tanggal dan nomor Naskah Dinas;

asal Naskah Dinas;

o o

isi ringkas Naskah Dinas;

e. Unit Kerja yang dituju;

=

waktu penerimaan; dan

g. tandatangan dan nama penerima di Unit Pengolah.

Paragraf 3
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

pada Media Rekam Elektronik

Pasal 126
Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat
(1) huruf b menggunakan SRIKANDI.
Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas masuk,
SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat fitur pencatatan riwayat, pengarahan sesuai

klasifikasi keamanan, dan penyampaian.

Pasal 127
Dalam hal terdapat komunikasi kedinasan atau Naskah
Dinas dengan media rekam elektronik yang diterima dari
luar lingkungan instansi yang ditujukan kepada pejabat
tertentu di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui
akun media komunikasi dalam jaringan pribadi atau

kedinasan pegawai, harus disampaikan kepada Unit
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Kearsipan untuk dilakukan registrasi ke dalam
SRIKANDI.

Penyampaian komunikasi kedinasan atau Naskah Dinas
dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan
tangkapan layar (capturing) atau salinan digital (soft file).

Bagian Ketiga

Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Paragraf 1

Umum

Pasal 128

Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 120 huruf b terdiri atas:

a. pengendalian Naskah Dinas keluar pada media
rekam kertas; dan

b. pengendalian Naskah Dinas keluar pada media
rekam elektronik.

Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:

a. pengiriman Naskah Dinas keluar dipusatkan dan
diregistrasi di unit kearsipan atau unit lain yang
menyelenggarakan fungsi kesekretariatan termasuk
Naskah Dinas yang dikirimkan langsung oleh
pejabat atau staf Unit Pengolah; dan

b. sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan
terhadap kelengkapan Naskah Dinas yang meliputi:
1. nomor Naskah Dinas;

Cap Dinas;

tanda tangan;

alamat yang dituju; dan

;o W K

lampiran jika ada.
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Paragraf 2
Pengendalian Naskah Dinas Keluar

pada Media Rekam Kertas

Pasal 129

Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam

kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf

a dilaksanakan melalui tahapan:

a.

b.

(2)

(3)

pencatatan;
penggandaan;
pengiriman; dan

penyimpanan.

Pasal 130
Pada tahap pencatatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 huruf a, Naskah Dinas keluar yang dikirim
harus diregistrasi pada sarana pengendalian Naskah
Dinas keluar.
Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. buku agenda Naskah Dinas keluar;
b. kartu kendali; atau
c. takah.
Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

nomor urut;

a.
b. tanggal pengiriman;

c. tanggal dan nomor Naskah Dinas;
d. tujuan Naskah Dinas;

e. isiringkas Naskah Dinas; dan

f.  keterangan.



(1)

(2)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Pasal 131
Penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
huruf b dilakukan setelah Naskah Dinas keluar
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Penggandaan Naskah Dinas keluar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kategori klasifikasi
keamanannya sangat rahasia (SR), rahasia (R), dan

terbatas (T) harus diawasi secara khusus oleh petugas.

Pasal 132

Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
huruf c¢ dilakukan oleh Unit Pengolah dimasukkan ke
dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap
dan nomor Naskah Dinas sesuai dengan kategori
klasifikasi keamanan.

Khusus untuk Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi
keamanan sangat rahasia (SR), rahasia (R), dan terbatas
(T), Naskah Dinas dapat dimasukkan ke dalam amplop
kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju
dan pembubuhan Cap Dinas.

Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah Dinas,
dapat dikirimkan secara khusus dengan menambahkan
tanda “untuk perhatian (u.p.)” diikuti nama jabatan yang

menindak lanjuti di bawah nama jabatan yang dituju.

Pasal 133
Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
huruf d dilakukan oleh Unit Pengolah melalui sarana
pengendalian Naskah Dinas dan pertinggal Naskah Dinas
keluar.
Pertinggal Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan

Naskah Dinas masuk sesuai dengan klasifikasi arsip.
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Paragraf 3
Pengendalian Naskah Dinas Keluar

pada Media Rekam Elektronik

Pasal 134
(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dengan media
rekam elektronik menggunakan SRIKANDI.
(2) Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas keluar,
SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat fitur pencatatan riwayat, pengiriman, dan

penyimpanan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri  Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1183), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 136

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 525

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Keme/ntenénperdagangan

’,_;{e P @_Firb;‘ Hukum,

s f
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

I. JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

A.

Naskah Dinas Arahan
Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan
pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan
dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan
Kementerian Perdagangan yang berupa produk hukum yang bersifat
pengaturan, penetapan, dan penugasan.
1. Naskah Dinas Pengaturan

Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas:

a. Peraturan Perundang-udangan;

b. Instruksi;

c. Surat Edaran; dan

d. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan

a. Peraturan Perundangan-undangan
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
bahwa Peratuan Menteri termasuk salah satu jenis
Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri adalah
jenis peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan

tertentu dalam pemerintahan.

Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas tidak berlaku
terhadap Peraturan Perundang Undangan. Penyusunan
Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan
sesuai dengan Teknik penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang
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Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Instruksi

Susunan dan bentuk Instruksi

1)

Kepala

Bagian kepala instruksi terdiri dari:

a) kop instruksi yang ditandatangani Menteri
Perdagangan atau atas nama Menteri
Perdagangan menggunakan  apital negara
yang disertai nama Kementerian Perdagangan
dengan huruf apital secara simetris;

b) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang
menetapkan, yang ditulis dengan huruf apital
secara simetris;

c) nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

d) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

e) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; dan

f) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi,
yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri
dengan tanda baca koma secara simetris.

Konsiderans

Bagian konsiderans instruksi terdiri dari:

a) Kata Menimbang, yang memuat latar belakang
penetapan instruksi; dan

b) kata Mengingat, yang memuat dasar hukum
sebagai landasan penetapan instruksi.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi

instruksi.
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Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri

bawah, yang terdiri dari:

a)

b)

Tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan
tanggal penetapan instruksi;

Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang
ditulis dengan huruf apital dan diakhiri dengan
tanda koma;

Tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi
apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik,
maka penempatan Tanda Tangan Elektronik
disesuaikan dengan peletakan tandatangan pada
contoh susunan dan bentuk instruksi; dan

Nama lengkap pejabat yang menandatangani,
yang ditulis dengan huruf apital, tanpa

mencantumkan gelar.
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Contoh Susunan dan bentuk Instruksi

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSLoccviuisisnisn

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

Dalam rangka ................. , dengan ini memberi instruksi

Kepada £ 1. Nama/Jabatan Pegawai;
2. Nama/jabatan Pegawai;
3. Nama/Jabatan Pegawai;
4. Nama/Jabatan Pegawai;

Untuk

KESATU TR e s
KEDUA A —
KETIGA ARSI —

dan seterusnya.

Dikeluarkan di ...........
pada tanggal ........

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Tanda Tangan dan Cap Jabatan
NAMA LENGKAP

Lambang negara dan
nama jabatan yang
telah dicetak.

Judul Instruksi yang
ditulis dengan huruf
kapital.

VN

Penomoran yang
berurutan dalam satu
tahun takwin.

Memuat alasan
tentang perlu
ditetapkannya
instruksi.

Daftar pejabat yang
menerima instruksi.

Memuat substansi
tentang arahan yang
diinstruksikan.

Kota sesuai dengan
lembaga dan tanggal
penandatanganan.

Nama jabatan dan
nama lengkap ditulis
dengan huruf kapital.

T~ N_ A T _1_
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Surat Dinas

Susunan dan bentuk Surat Edaran

1)

2)

Kepala

Bagian kepala surat edaran terdiri atas:

a)

kop surat edaran yang ditandatangani Menteri
Perdagangan atau atas nama Menteri
Perdagangan menggunakan Lambang Negara,
yang disertai nama Kementerian Perdagangan
dengan huruf apital secara simetris;

kop surat edaran yang ditandatangani oleh
pejabat selain Menteri Perdagangan dan Sekretaris
Jenderal menggunakan logo, yang disertai nama
Kementerian Perdagangan dengan huruf apital
secara simetris;

kata Yth., yang diikuti oleh nama jabatan yang
dikirimi sura tedaran;

tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah
Lambang Negara/logo lembaga, ditulis dengan
huruf apital serta nomor surat edaran di
bawahnya secara simetris;

kata tentang, yang dicantumkan dibawah Kkata
surat edaran ditulis dengan huruf apital secara
simetris; dan

rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan
huruf kapital secara simetris di bawah kata

tentang.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari:

a)

Latar belakang tentang perlunya dibuat surat
edaran;

Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran,
Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;
Peraturan perundang-undangan atau Naskah
Dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat

edaran;
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e) Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap
mendesak; dan

f)  Penutup.

Kaki

Bagian kaki surat edaran ditempatkan disebelah kanan

yang terdiri dari:

a) tempat dan tanggal penetapan,;

b) nama jabatan pejabat penandatangan, yang
ditulis dengan huruf apital, diakhiri dengan
tanda baca koma;

c¢) tanda tangan pejabat penandatangan, apabila
menggunakan tanda tangan elektronik maka
penempatan Tanda Tangan Elektronik
disesuaikan dengan peletakan tandatangan pada
contoh susunan dan bentuk surat edaran;

d) nama lengkap pejabat penandatangan, yang
ditulis dengan huruf apital; dan

e) Cap Dinas.
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Contoh Format Surat Edaraﬁ

Yth

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

3
2 e
3. dan selerusnva

2. Maksud dan Tujuan

5. lsi Edaran

6. Penutup

Tembusan:

[ R
B« 3
B o
b |
"
2
fr

rus

oy
1§54

1. Latar Belakan

1 - -
Jitetapkan di

pada tanggal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA LENGRAP

nva

tan Cag

3

| bvatnr
Jabalan

-

g

N

Lamaang
negara/iogo
lembaga dan nama
jabatan/rama
lembaga yang telah
dicetak Kop embaga

Daftar pejabat yang
menerima SE

Penomaran yang
berurutan dalam
satu tahun takwin

lugul SE yang ditulis
dengan huruf Lapital

Memuat alasan
tentang periu
ditetaprarya SE.

Memuat peraturan
yang menjadi dasar
ditetapaannya SE

Memuat sl edaran
mengenai hal
tertentu yang
TAngRap mendesak.

Kota sesual dengan
alamat lembaga dan
tangga’
penangatarganan.

Nama jabatan can
nama lenghap dtuis
wapital

il

Daftar pejabat yang
mendrima tembusan
Surat Edaran,
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Contoh Format Surat Edaran
yang ditandatangani oleh selain Pejabat Negara

Lambang
negara/logo

lembaga dan nama
jabatan/nama
lembaga yang telah
dicetak.Kop
lembaga

2. ................. Daﬂar pcjabat yang
3. dan seterusnya menerima SE.Daftar

Taleck simam

SURAT EDARAN } ;

NOMOR ... TAHUN ......

berurutan dalam
TENTANG satu tahun

bnlecelcd M ncn s

J Judul SE yang

ditulis dengan huruf

2. Maksud dan Tujuan : '

Memuat alasan
.............................................. tentang perlu

. ditetapkanya
3. Ruang Lingkup O Wtk s

:|'<I Memuat peraturan
4. Dasar

yang menjadi dasar
ditetapkannya

OT M Mlmnenns

Penomoran yang

Memuat isi edaran
mengenai hal

]‘ tertentu yang
: dianggap

mandacal- Mamunat
Ditetapkan di .............. ]_

6. Penutup

da tanggal ................ Kota sesuai dengan
pasa i alamat lembaga dan

tanggal
penandatanganan.K

SEKRETARIS JENDERAL,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

Nama jabatan dan
NAMA LENGKAP nama lengkap
ditulis

T

Tembusan:

L. e Daftar pejabat yang
9 menerima

dan seterusnya tembusan Surat

- - o~




d.
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Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan

1)

2)

3)

4)

Pengertian
Standar opersional prosedur administrasi pemerintah
adalah Naskah Dinas yang memuat serangkaian
petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu.
Tujuan standar opersional prosedur administrasi
pemerintah
Standar operasional prosedur administrasi pemerintah
bertujuan untuk:
a) menyederhanakan, memudahkan, dan
mempercepat penyampaian petunjuk;
b) memudahkan pekerjaan;
c) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan
kegiatan; dan
d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf,
dan unsur pelaksana.
Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang menetapkan dan menandatangani
standar operasional prosedur administrasi pemerintah
yakni pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang
ditunjuk.
Susunan
a) Halaman Judul (Cover)
Halaman judul merupakan halaman pertama
sebagai sampul muka sebuah standar operasional
prosedur administrasi pemerintah. Halaman judul
ini berisi informasi mengenai:
1. Judul standar operasional prosedur
administrasi pemerintah.
Nama Unit Kerja.
Tahun pembuatan

Informasi lain yang diperlukan.
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Berikut adalah contoh halaman judul sebuah SOP

Kop Ilembaga, unit
/) organisasi, unit kerja .
KEMENTERIAN
erSBk TMOSNESIA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR }Z Judul dokumen SOP
KEMENTERIAN PERDAGANGAN sesuai unit kerja yang

J1. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 12560 } '<|

membuatnya

Tahun pembuatan

2017 }i SOp

Alamat lembaga

b)

Keputusan Pimpinan

Karena Standar operasional prosedur administrasi
pemerintah merupakan pedoman bagi setiap
pegawai, harus memiliki kekuatan hukum. Dalam
halaman selanjutnya setelah halaman judul,
disajikan keputusan pimpinan tentang penetapan
Standar operasional prosedur administrasi
pemerintah.

Daftar isi Standar operasional prosedur
administrasi pemerintah

Daftar isi ini dibutuhkan untuk membantu
mempercepat pencarian informasi dan menulis

perubahan/revisi yang dibuat untuk bagian
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tertentu dari Standar operasional prosedur

administrasi pemerintahterkait.

Penjelasan singkat penggunaan

Sebagai sebuah manual, SOP memuat penjelasan

mengenai bagaimana membaca dan

menggunakannya. Isi dari bagian ini antara lain
mencakup:

1. Ruang lingkup, menjelaskan tujuan prosedur
dibuat dan kebutuhan organisasi.

2. Ringkasan, memuat ringkasan singkat
mengenai prosedur yang dibuat.

Bagian identitas

Bagian identitas dari prosedur dalam standar

operasional prosedur administrasi pemerintah

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Logo instansi dan nomenklatur Unit Kerja
pembuat

2. Nomor SOP, diisi dengan nomor basah secara
berurutan dalam 1 (satu) tahun takwim.

3. Tanggal pengesahan, diisi tanggal
pengesahan SOP oleh pejabat yang
berwenang di Unit Kerja

4. Tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau
tanggal rencana diperiksa kembali SOP yang
bersangkutan

5. Pengesahan oleh pejabat yang berwenang
pada Unit Kerja. Item pengesahan berisi
nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama
pejabat yang disertai dengan NIP serta
stempel/cap instansi.

6. Judul SOP, sesuai dengan kegiatan yang
sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

7. Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-
undangan yang mendasari prosedur yang
dibuat menjadi SOP  beserta aturan

pelaksanaannya




10.

i

12.
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Keterkaitan, memberikan penjelasan
mengenai keterkaitan prosedur  yang
distandarkan dengan prosedur lain yang
distandarkan (SOP lain yang terkait secara
langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan
dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut).
Peringatan, memberikan penjelasan
mengenai kemungkinan yang terjadi Ketika
prosedur dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan. Peringatan memberikan
indikasi  berbagai permasalahan yang
mungkin muncul dan berada di luar kendali
pelaksana Ketika prosedur dilaksanakan,
serta berbagai dampak lain yang
ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula
bagaimana cara mengatasinya bila
diperlukan. Umumnya menggunakan kata
peringatan, yaitu jika/apabila-maka (if-then)
atau batas waktu (dead line) kegiatan harus
sudah dilaksanakan.

Kualifikasi Pelaksana, memberikan
penjelasan mengenai kualifikasi pelaksana
yang dibutuhkan dalam melaksanakan
perannya pada prosedur yang distandarkan.
Peralatan dan perlengkapan, memberikan
penjelasan mengenai daftar peralatan utama
(pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan
yang terkait secara langsung dengan
prosedur yang dibuat menjadi SOP.
Pencatatan dan pendataan, memuat berbagai
hal yang perlu didata dan dicatat oleh pejabat
tertentu. Dalam kaitan ini, perlu dibuat
formulir-formulir tertentu yang akan diisi
oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam
proses. Setiap pelaksana yang ikut berperan
dalam proses, diwajibkan untuk mencatat

dan mendata apa yang sudah dilakukannya,
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dan memberikan pengesahan bahwa langkah
yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada
langkah selanjutnya. Pendataan dan
pencatatan akan menjadi dokumen yang
memberikan informasi penting mengenai
“apakah prosedur telah dijalankan dengan
benar”.

NOMOR SOP - MOT - 10.01.CFM.02.50P.01. IK.10. {§J-DAG.5)

TGL. PEMBUATAN

TGL.REVIS!

KEMENTERIAN X0 Eroo

PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA KEPALA BIRO UMUM DAN LAYANAN

PENGADAAN
DISAHKAN OLEH :
BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN SUGIH RAHMANSYAH
SEKRETARIS JENDERAL NAMA SOF JAMUAN SEKRETARIS JENDERAL

DASAR HUKUM:

3. UrzangUndang Republk Indonss@ Nomor 24 tahun 200
Lambang Negara, sens Lagu Ketangsaan

KUALIFIKASI PELAKSANAC

3 RepromEEn
tang Hubungan Luar Neger:
T enang Bencera banms o

4. Paraturan Pemarmtah Reoubik Indoresi Nomor €2 Tahun 1330 Tentang Ketertuan
Keprotokolar Mengena: Tata Tempat Tsta Upacara dan Tata Fenghommatan
§  FPersturan Maner Pardagsrgan Nomor SM-DAGPER/ 22016 tertang Crgansasi Zan Tem

Wena Kementerar Ferzagangan

KETERKAITAN:

MOT-10.01.CFM.03 SOFP 01

PERALATAN'PERL ENGKAPAN:

EELAKSANAAN URUSAN KESRGTOKOLAN DAN PERUALANAN DINAS KEMENTERIAN

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

&a SCF i ugak digianian. 957540 iE,;,S MAR 3530 MEnaRkakas LRiassRNaan ANAT

SEUERNE JROSRA MANAT: BORS

Contoh Bagian Identitas

f) Bagian Flowchart

Merupakan uraian mengenai langkah-langkah

kegiatan secara berurutan dan sistematis dari

prosedur yang distandarkan, yang berisi:

1.
2.

Nomor, diisi nomor urut

Tahap Kegiatan, diisi Tahapan kegiatan yang
merupakan urutan bagi suatu proses
kegiatan. Biasanya menggunakan kalimat
aktif dengan menggunakan awalan me-
Pelaksana, merupakan pelaku (actor)
kegiatan. Simbol diagram alir sesuai dengan

proses yang dilakukan. Keterangan symbol
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sebagaimana ditentukan pada daftar symbol.
Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan
(Jabatan  Fungsional @ Umum, Jabatan
fungsional Tertentu, Jabatan Struktural)
yang ada di Unit Kerja yang bersangkutann
yang melakukan proses kegiatan. Urutan
penulisan Jabatan dimulai dari jabatan yang
terlebih dahulu melakukan tahap kegiatan.
Jika dalam SOP tersebut terkait dengan unit
lain, maka jabatan Unit Kerja lain diletakkan
setelah kolom jabatan di wunit yang
bersangkutan.

Mutu Baku, berisik elengkapan waktu,
output dan keterangan. Agar SOP init erkait
dengan kinerja, maka setiap aktivitas
hendaknya mengidentifiikasikan mutu baku
tertentu, seperti waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan persyaratan/
kelengkapan yang diperlukan (standar input)
dan outputnya. Mutu baku ini akan menjadi
alat kendali mutu sehingga produkakhirnya
(end product) dari sebuah proses telah
memenuhi  kualitas yang  diharapkan,
sebagaimana ditetapkan dalam standar
pelayanan. Untuk memudahkan dalam
pendokumentasian dan implementasi,
sebaiknya SOP memiliki kesamaan dalam
unsure prosedur meskipun muatan dari
unsure tersebut akan berbeda sesuai dengan
kebutuhan Unit Kerja. Norma waktu bisa

dalam hitungan menit, jam, hari.



No

Aktifitas

Menenma informas:
dan Sekretans Sekjen
mengenai acara rapat

Melapor kepada

Kepala Bagian Tata
Usaha 1erkait acara
dan kehadiran tamu
Sekretans Jenderal

Meneruskan infomas
terkait acara dan
kehadiran lamu
Selretaris Jenderal

Menginstruksikan untuk
rnarnpergmplun
segala sesuatunya
1ermasuk pejabat
pendamping

Menghubungi Pejabat
pendamping dan
berkordinast terkait
penyiapan ruang
pertemuan

Menyiapkan ruang
penemuan

Menylapkan/memilin
menu jamuan

Memasan konsumsi
kepada penyedia
konsumsi/catering

Melapor kepada
pimpinan tentang
kehadiran tamu
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Mutu Baku
Kasub.
Kasubag Tata Kasubag
Usaha Sekretaris K-Elg:;-h Protokol dan Urusan K':" e Perayaratan Waktu Output it i
Jenderal = ol Dalam o
s
(:) Informass kegeatan 5 menit R Tamu L
Sekretars Jenderal kegiatan‘acara antara lan
mencakup
[:‘ Kementerian/Lemba
pa Asosasiidunia
usaha dan Unit
Terkait
Informasi kegiatan 5 menit informasi
E Sekretaris Jenderal kegiatan
Sekretans
Jenderal yang
telah deskalasi
ke Kabag TU
informasi kegiatan 5 menit informasi
m Sekretlans Jenderal dan keguatan
kasubag TU Sekreans Sexretans
Jenderal Jenderal yang
telah dieskalasi
&= ke Kepala Biro
Umum
Informasi kegiatan 30 menit  instruksi
Sekretaris Jandaral dan pelaksanaan
C] Kabag TU acara yang
; dikelarkan oleh
Kepala Biro
E4a U
Instruks: dan arahan 30 memnt Has/ kordinasi

Kordinasi dengan umt
terkait dan instansi
terkait pelaksanaan
acara

2.

g)

Kepala Biro Umum terkait dengan pejabar
pelaksanaan acara pendamping
Saekretaris Jenderal dan
perencanaan
penggunaan
ruang
Dafar tamu terkait 90 menit Daftar tamu dan
personal dan jumiah tamu jumiahnya gigunakan
1:! kasubag urusan
dalam dalam
panentnan ruang
Jjamuan
Dattar tamu terkait 60 menit  Danar
personal dan jumiah tamu konsurnsi/rmenu
yang telah
dipersiapkan
urituk acara
Sakretaris
Jenderal
Daftar konsumsimenu &0 menit  Pasanan
yang telah dipersiapkan konsumsi yang
unmuk acara Sekretaris telah dipesan ke
Jenderai pihak terkan
Laporan final keguatan 10memt  Approval
acara Sekretaris Jenderat Kepata Biro
Umum

Masukan darn subag TU 90 Menit  Persiapan final  Kordinasi
Sakretaris Jenderal 1erkalr sebetum dilaksanakan antara

Kordinasi acara pelaksanaan subagian TU
acara jamuan  Sekretans Jenderal
CD Sewetans dan Protokol dengan
Jenderal unit terkaitinstansi

terkait/dunia usaha
terkait jpmuan
Sekretans Jenderal

contoh Bagian Flowchart

Bagian pendukung

Bagian pendukung berisi uraian, keterangan, atau
contoh-contoh formulir yang dapat mendukung
penjelasan prosedur kegiatan atau menjadi syarat

kelengkapan suatu kegiatan.

Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

a.

Susunan dan bentuk Keputusan

1) Kepala
Bagian kepala keputusan terdiri atas:

a)

kop keputusan yang ditandatangani Menteri

Perdagangan atau atas nama  Menteri

Perdagangan menggunakan Lambang Negara,

yang disertai dengan nama Jabatan Menteri




2)

3)
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Perdagangan Republik Indonesia yang ditulis
dengan huruf kapital secara simetris;

kop keputusan yang ditandatangani oleh pejabat
selain Menteri Perdagangan dan sekretariat
lembaga negara menggunakan logo, yang disertai
nama Lembaga dengan huruf kapital secara
simetris;

kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang
menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf
kapital secara simetris;

judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; dan

nama jabatan pejabat yang menetapkan
keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara

simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Konsiderans

Bagian konsiderans keputusan terdiri atas:

a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat
alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang
perlu ditetapkannya keputusan; dan

b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat
peraturan perundang-undangan sebagal dasar
pengeluaran keputusan.

Diktum

Bagian diktum keputusan terdiri atas hal-hal sebagai

berikut:

a)

b)

Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang
ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata
menetapkan ditepi kiri dengan huruf awal
kapital;

Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan
setelah kata menetapkan yang ditulis dengan

huruf awal kapital; dan



b.

S)
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c¢) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat
dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Batang Tubuh
Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh
keputusan sama dengan ketentuan dalam
penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan
bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan
bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga,
dan seterusnya.

Kaki

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri atas:

a) tempat dan tanggal penetapan keputusan,;

b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis
dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda
baca koma;

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan
keputusan, apabila menggunakan tandatangan
elektronik maka  penempatan tandatangan
elektronik disesuaikan dengan peletakan
tandatangan pada contoh susunan dan bentuk
keputusan; dan

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani
keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital,

tanpa mencantumkan gelar.

Pengabsahan

1)

Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan
bahwa suatu keputusan telah dicatat dan diteliti
sehingga dapat diumumkan dan didistribusikan oleh
pejabat yang bertanggungjawab di bidang hukum atau
administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan isi keputusan.

Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah,
yang terdiri atas kata Salinan sesuai dengan aslinya,
diikuti dengan nama lembaga, nama jabatan, ruang

tanda tangan, dan nama pejabat penandatangan.
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3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tanda
tangan dan Cap Dinas lembaga.

Distribusi

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada

yang berkepentingan.

Hal yang perlu diperhatikan

Naskah asli dan Salinan keputusan yang ditandatangani

harus disimpan sebagai arsip.
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Contoh Format Keputusan

(Ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Kementerian)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

Menimbang: @  DahlWa ccciieeeeieiiii e e

[+ TR < 7- 15 1 - R PROUPOO PO SR P PR

Mengingat: 1. i

h v R R RN AR SR A S R SR NN A R S S AN 3
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN .....ccccvciriiirinenicniienimeiieiieee, TENTANG

ST Y o A —
KEDUA: esscsseessessesisessassasasasinsssassnssussissssin
KETIGA? cussiisioivsisiiissssvetsisinscasimavaetavessssasouissssus sbias ot

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Tanda Tangan dan Cap Jabatan
NAMA LENGKAP

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

I

=

Lambang nagara
dan nama jabatan
vang telah dicetak.

Penomoran yang
berurutan dalam
satu tahun takwin.

}4 kapital.

Judul keputusan
ditulis dalam hufuf

Memuat alasan
perlu
ditetapkannya
keputusan.

Memuat peraturan
yang menjadi
dasar
ditetapkannya
keputusan.

Memuat substansi
tentang kebijakan
yang ditetapkan.

Kota sesuai dengan
alamat lembaga dan
tanggal
penandatangan.

\ kapital.

Nama jabatan dan
nama lengkap
yang ditulis
dengan huruf
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Contoh Format Keputusan

i

KEMENTERIAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

oG
RKEPHUTUSAN scommmsmssswusmsmrsrmmsrn
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
NAMA JABATAN............... ,
Menimbang: @  DARWEA .iiciireereeeieeiriiccccrrr e
b DANWA cciciiiisiinissirissssssssmssssess sossinanavodsvissssrunsssrsssnonnes
Mengingat: i
D i T S S S R TR PR S GO Ve R SR £
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN ...ttt issssssssssaes TENTANG
KESATU: MengangKat. . vueeurusceernnssaserrenusssersmssarerenarnaeae
KEDUA: Menugaskarn...c.covreeeimiemeniiinnenuniinrnenss s
KETIGA: ceeeererereiie s ieenisssssiiessssssassassssssssssssasansssnunsssssnns
Ditetapkan di
pada tanggal.......coeevueviineennnnens
SEKRETARIS JENDERAL,
Tanda Tangan dan Cap Jabatan
NAMA LENGKAP
SALINAN Keputusan ........ ini disampaikan kepada:
1
2 seenwens

(Ditandatangani oleh Selain Pimpinan Tertinggi Kementerian)

Contoh logo
instansi dan nama
unit yang telah
dicetak.

Penomoran yang
berurutan dalam
satu tahun takwin.

T

Judul keputusan
ditulis dalam hufuf
kapital.

Memuat alasan
perlu
ditetapkannya
keputusan.

Memuat peraturan
yang menjadi
dasar
ditctapkannya
keputusan.

Memuat substansi
tentang kebijakan
yang ditetapkan.

Kota sesuai dengan
alamat lembaga dan
tanggal
penandatangan.

Nama jabatan dan
nama lengkap
yang ditulis

dengan huruf

kapital.




3.

~ 7Y

Naskah Dinas Penugasan (Surat Tugas)

a.

Susunan dan bentuk Surat Tugas

1)

2)

3)

Kepala

Bagian kepala surat tugas terdiri atas:

a) kop surat tugas berupa Lambang Negara atau
Logo;

b) kata surat tugas, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; dan

c) nomor, berada di bawah tulisan surat tugas.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat tugas terdiri atas hal-hal

sebagai berikut:

a)

c)

Kaki

Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau

dasar:

1. pertimbangan memuat alasan ditetapkannya
surat tugas;

2. dasar memuat ketentuan yang dijadikan
landasan ditetapkannya perintah/surat tugas
tersebut;

Diktum  dimulai dengan  kata memberi

perintah /memberi tugas, secara simetris, diikuti

kata kepada di tepi kiri disertai nama dan jabatan
pegawai yang mendapat tugas; dan

Dibawah kata kepada ditulis kata untuk yang

berisi tentang tugas yang harus dilaksanakan.

Bagian kaki surat perintah/surat tugas ditempatkan

disebelah kanan bawah yang terdiri atas:

a)
b)

tempat dan tanggal surat perintah/surat tugas;
nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang
ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap
awal kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila
menggunakan tandatangan elektronik maka
penempatan tandatangan elektronik disesuaikan
dengan peletakan tandatangan pada contoh

susunan dan bentuk surat perintah/surat tugas;




d)

e)
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nama lengkap pejabat yang menandatangani surat
perintah/surat tugas, yang ditulis dengan huruf
awal kapital pada setiap awal kata; dan

Cap Dinas.

Contoh Susunan dan bentuk Surat Perintah /Surat Tugas

%

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

Dasar:

Kepada:

Untuk:

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SERKRETARIAT JENDERAL

Logo dan nama
lembaga yang
telah dicetak.
NOMOR .../.../ST/.../....
Penomoran terdiri
z dari nomor
A DARWA s s s e s e a ; naskab,. kode unit
b BahWa oo s i sovssvssavaissanes a o : kerja, inisial jenis
naskah, bulan dan
: tahun terbit
Ly, ionmommmmasnmsnnsemsnst sns vos s P e o S e S SO L TS SRR S PR S S 3
D s s st an e £ S IR S S L TR S LT NN R e <
Memuat
) peraturan/dasar
Memberi Tugas ditetapkannya
surat perintah.
1 coscmsunassassvisnsrs sy s eo T e s PR e e s v e s e :
D). s R R RS A S R S SRS S I SR S S e e ;
B, e S A SRR S D R T z Dafiar pejabit
4. dan seterusnya. yang menerima
perintah.
8 OO <~ =~ =17+ 4
D iiciisisississEessinssesaTRaeereraas st eernssnnsananserarsnsnsessOTeTEs .
< T U s
4, dan seterusnya. Memuat
substansi arahan
yang
diperintahkan.

Nama Tempat, Tanggal

Nama Jabatan,

Kota sesuai
alamat lembaga
dan tanggal
penandatanganan.

Tanda Tangan dan Cap Jabatan
Nama Lengkap

Nama jabatan dan
nama lengkap
ditulis dengan
huruf awal kapital.

T TS S\




B.
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Naskah Dinas Korespondensi

1.

Naskah Dinas Korespondensi Intern

a.

Nota Dinas

1)

Susunan dan bentuk Nota Dinas

a)

b)

Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri atas:

1. kop nota dinas terdiri atas nama Lembaga
dan Unit Kerja yang ditulis secara simetris di
tengah atas;

2. kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf
kapital secara simetris;

3. kata nomor, yang ditulis dengan huruf
kapital secara simetris;

4. kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal
kapital, diikuti dengan tanda baca titik;

5. kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal
kapital;

6. kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal
kapital; dan

7. kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal
kapital.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh nota dinas terdiri atas Alinea

pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat,

dan jelas.

Kaki

Bagian kaki nota dinas terdiri atas tanda tangan,

nama pejabat, dan tembusan (jika perlu). Apabila

menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka
penempatan Tanda Tangan Elektronik

disesuaikan dengan peletakan tandat angan pada
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Contoh Susunan dan bentuk Nota Dinas

; KEMENTERIAN PERDAGANGAN
% SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN
PERDACANGAN

NOTA DINAS
NOMOR .../..../ND/.../ ...

Yth.

Dari

Hal
Lampiran
Tanggal

.............................................
..............................................
..............................................
..............................................

..............................................

Nama Jabatan,
Tanda Tangan
Nama Lengkap

Tembusan:

dan seterusnya

4

Kop surat (nama
unit organisasi/
unit kerja beserta
alamatnya).

Penomoran terdiri
dari nomor naskah,
kode unit kerja,
inisial jenis naskah,
bulan dan tahun
terbit

Memuat  laporan,
pemberitahuan,
arahan, peringatan,
saran, pernyataan,
atau  permintaan
berupa catatan
ringkas  terhadap
suatu masalah.

Nama jabatan dan
nama lengkap
ditulis dengan
huruf awal kapital,
tidak dibubuhi
cap dinas.




! No. Agenda
Tgl. Terima

Nomor / Tanggal
Asal
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Disposisi

Disposisi yakni petunjuk tertulis mengenai tindak
lanjut/tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas
pada lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika
didisposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatuan

dengan surat masuk.

Contoh Lembar Disposisi
~ LEMBAR DISPOSISI
SEKRETARIS JENDERAL

| Dari SEKRETARIS JENDERAL untuk: | Paraf Tanggal

] 1.. .ins_g.é'ictur J éndé.ral.[.]jir.ektﬁr J endéfél {l I.{epvéié Badé.ri

O
2. Staf Anli Menteri/Staf Kivasus Menteri ... A
|3, Stal Khusus Mentori o [@ |
5'”4-.“mlzé}vomf;éfgr‘1canaan P R WPOPRL S SO WS N Wli e o
5. Karo Organisasi dan SDM " =B
|7~ Karo Finkum = T B NEE
b e E “
10, Karo Advokesi Perdagangan ) o]
i e —— o
TP ——— e (GRS
13 Kepus Pengembangan Sumberdaya Kemetrologian | O
e ey g
(15, TU Setien I
[ e e s A
| Untulk diketahai Harap saudara selesaikan | O
[Farap ditelit st pad T
 Bicarakan dengan saya File TU SEKRETARIS JENDERAL o

DISPOSISE:
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c. Surat Undangan Internal
Susunan dan bentuk Surat Undangan Internal
1) Kepala

Bagian kepala surat undangan intern terdiri atas:

a) kop surat undangan intern yang ditandatangani
sendiri atau atas nama pimpinan tertinggi
Lembaga menggunakan Lambang Negara, yang
disertai nama Lembaga dengan huruf kapital
secara simetris;

b) kop surat undangan intern yang ditandatangani
oleh pejabat selain pimpinan tertinggi Lembaga
baik pusat maupun daerah dan  sekretariat
lembaga negara menggunakan Logo, yang disertai
nama Lembaga dengan huruf kapital secara
simetris;

c) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik
disebelah kiri dibawah kop surat undangan
intern;

d) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik
di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan
nomor; dan

e) kata Yth., yang ditulis dibawah hal, yang diikuti
dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi
surat undangan intern (jika diperlukan).

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri

atas:

a) Alinea pembuka,;

b) isi surat undangan intern, yang meliputi hari,
tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan

c) Alinea penutup.

3) Kaki

Bagian kaki surat undangan intern terdiri atas nama

jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda

tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf
awal kapital. Apabila menggunakan Tanda Tangan

Elektronik, penempatan Tanda Tangan Elektronik




7 i

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada

contoh susunan dan bentuk surat undangan internal.

Contoh Susunan dan bentuk Surat Undangan Internal

7 KEMENTERIAN PERDAGANGAN Kop Surat
%’ SEKRETARIAT JENDERAL (nama unit
. : : 5_[ organisasi/
KR ACANEAN unit kerja dan
- alamat lengkap
yang, telah
- dicetak.

Nomor Vsl fUND oo Fs (tempat},...(tgl., bln., thn) }

Lampiran  : w Tempat dan

tanggal
pembuatan
Yth. oo, surat.

........................................

Alamat tujuan

............... alinea pembuka dan alinea isi) ................ yang ditulis di

( p 1) Y bagian kiri dan

jumlahnya

. ) cukup banyak
pada hari/tanggal @ ..., dapat dibuat
waktu opukul o pada
tempat Sl onner s s e g R A A S daftarlampiran.
acara S ke A R

Nama Jabatan, Nama jabatan

(tanda tangan) dan nama
lengkap yang
Nama Lengkap ditulis dengan
huruf awal
kapital
Tembusan:
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Contoh Susunan dan bentuk Lampiran Surat Undangan Internal

Lampiran surat ................
Nomor : ...... Jesmalmen s
Tanggal @ .cccoovvnvvnnennnnnen.

Nama Jabatan,
(Tanda tangan)

Nama Lengkap




e

= T

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

a.

Surat Dinas

Susunan dan bentuk surat dinas

1)

3)

Kepala

Bagian kepala surat dinas terdiri atas:

a)

f)

kop surat dinas yang ditandatangani sendiri atau
atas nama  pimpinan  tertinggi Lembaga
menggunakan Lambang Negara, yang disertai
nama Lembaga dengan huruf kapital secara
simetris;

kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat
selain pimpinan tertinggi Lembaga baik pusat
maupun daerah dan sekretariat lembaga negara
menggunakan Logo, yang disertai nama Lembaga
dengan huruf kapital secara simetris;

nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik
dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah
kop surat dinas;

tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik
di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan
Nnomor;

kata Yth., yang ditulis dibawah Hal, diikuti dengan
nama jabatan yang dikirimi surat; dan

alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri atas Alinea

pembuka, isi, dan penutup.

Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri atas:

a)

b)

nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal
kapital, diakhiri tanda baca koma;

tanda tangan pejabat, apabila menggunakan
Tanda Tangan Elektronik, penempatan Tanda
Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan
tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk

surat dinas;
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c) nama lengkap pejabat/penandatangan, yang
ditulis dengan huruf aw apitaltal;

d) stempel/Cap Dinas, yang digunakan sesuai
dengan ketentuan; dan

e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat

penerima (jika ada).

Contoh Format Surat Dinas Untuk Pejabat Negara

Kop surat yang
berupa
lambang
negara dan
nama jabatan
yang telah
dicetak

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor TR (P - D Y [N - (tempat).., ...(tgl.,bin.,thn)

Lampiran Tempat dan
Hal : tanggal

pembuatan
D 41 VTSRO § surat

............................................

............................................ Alamat fuiuan
yang ditulis di
. bagian kiri
.......................... {alinea pembUka) .....coeerneeesesasensississonninns. |

............................................................................................................

............................ (Alinea 181) s sisummivescmssenmmmssnnnsmmansssrens
— Isi surat
............................ (alinea penutliD)..cconsnmmmmisammaise ‘\|-I
NAMA JABATAN, | |
(Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama jabatan
dan nama
NAMA LENGKAP lengkap yang
ditulis
dengan huruf
Tembusan: kapital.

..........................

............................
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Contoh Susunan dan bentuk Surat Dinas Untuk Non pejabat Negara

4 KEMENTERIAN PERDAGANGAN
% SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTER|IAN
PERDAGANGAN

Nomor 2 ol [BD sl s (tempat),...(tgl., bin.,thn)
Sifat :
Lampiran
Hal
Yth cmmissassviaensn
............... (alinea pembuka) ......cccvveerivniiiirriieeeiieeannns
............... (AHNEAAST) ..vrremvsrrmnseensnssiosisspossssnssarhasseamves
............................ (alinea Penutup)....ccceeemeeereniiecrncrnnennas
Nama Jabatan,
(tanda tangan dan cap dinas)
Nama Lengkap
Tembusan:
| PP
2.
Bi o

Kop Surat
(nama unit
organisasi/
unit kerja dan
alamat lengkap
yang telah
dicetak.

Tempat dan
tanggal
pembuatan
surat.

Isi surat

Nama jabatan
dan nama
lengkap yang
ditulis dengan
huruf awal
kapital
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b. Surat Undangan Ekstern
Susunan dan bentuk Surat Undangan Ekstern
1) Kepala

Bagian kepala surat undangan ekstern terdiri atas:

a) Kop surat undangan ekstern yang ditandatangani
oleh Menteri Perdagangan atau atas nama Menteri
Perdagangan menggunakan Lambang Negara,
yang disertai nama jabatan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia dengan huruf kapital secara
simetris;

b) Kop surat undangan ekstern yang ditandatangani
oleh pejabat selain Menteri Perdagangan
menggunakan kop surat sesuai unit masing-
masing yang diletakkan disudut kiri atas;

c¢) Nomor, sifat, lampiran dan hal, yang diketik di
sebelah kiri di bawah kop surat undangan
ekstern;

d) Tempat dan tanggal pembuatan surat, yang
diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris
dengan nomor; dan

e) Kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti
dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi
surat undangan ekstern (jika diperlukan).

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan ekstern terdiri

atas:

a) Alinea pembuka;

b) Isi surat undangan ekstern, yang meliputi hari,
tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan

c) Alinea penutup.

3) Kaki

Bagian kaki surat undangan ekstern terdiri atas nama

jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda

tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf

awal kapital.
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4) Hal yang perlu diperhatikan

a)

b)

Format surat undangan ekstern sama dengan
Format surat dinas, bedanya adalah bahwa pihak
yang dikirimi surat pada surat undangan ekstern
dapat ditulis pada lampiran;

Surat undangan ekstern untuk keperluan tertentu

dapat berbentuk kartu

Contoh Format Surat Undangan Ekstern

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

¥

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

A S ) | oY JE (tempat),...(tgl., bln., thn)

........................................

...................................................................

pada hari/tanggal
waktu

tempat

acara

...........................................
...........................................

...........................................

...................................................................

Nama Jabatan,
(tanda tangan dan cap Jabatan)
Nama Lengkap

Kop Surat
(nama unit
organisasi/
unit kerja dan
alamat lengkap
yang telah
dicetak.

=

Tempat dan
tanggal
pembuatan
surat.

Alamat tujuan
yang, ditulis di
bagian kiri dan
jumlahnya
cukup banyak
dapat dibuat
pada
daftarlampiran.

Nama jabatan
dan nama
lengkap yang
ditulis dengan
huruf awal
kapital
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Contoh Format Lampiran Surat Undangan Ekstern

Lampiran surat ................
Nomor :...... Fiswoeenscmsflssnnes
Tanggal : ....ccvvveeiinnnnn...

Nama Jabatan,
(Tanda tangan dan Cap dinas)

Nama Lengkap
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Contoh Format Kartu Undangan

MENTERI PERDAGANGAN
Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara
pada acara
hari ccooveveieris I tanggal) ....oonins 011 .45 ] SN —— WIB
bertempat di ....ccoeeeniiiiiiiinnnan.

e  Harap hadir 30 menit sebelum

acara dimulai dan undangan Pakaian % cuvessrcarseansansnrse

dibawa Laki-~laki ? eomessemmmameiianiiia
*  Konfirmasi: Perempiiah ;.o

............................................ -




3.
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Naskah Dinas khusus

a.

Surat Perjanjian

1)

Perjanjian Dalam Negeri

Susunan dan bentuk Perjanjian Dalam Negeri

a)

b)

Kepala

Bagian kepala terdiri atas:

1. Lambang Negara (untuk pejabat negara)
diletakkan secara simetris, atau Logo (untuk
non pejabat negara) yang diletakkan
disebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan
dengan penyebutan nama lembaga;

2. Judul perjanjian; dan
3. nomor.
Batang Tubuh
Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama
memuat materi perjanjian, antara lain tujuan
kerja  sama, ruang lingkup  kerjasama,
pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian
perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang
menjadi kesepakatan para pihak.

Kaki

Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri atas

nama penanda tangan para pihak yang

mengadakan perjanjian dan para saksi (jika
dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik,

penempatan Tanda Tangan Elektronik

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan

sesuai dengan contoh susunan dan bentuk

perjanjian kerja sama dalam negeri.
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Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga

Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
e ’["ENTAf»iG ...............
NOMOR .../..../MoU/.../....
NOMOR .ccovssismsaimnmsvesmineseos
Pada hariini, ....c.ocuvvueee.... tanggal, .......... bulan, .....cu.. tahun, .........
bertempat di,....., yang bertanda tangan dibawah ini
Ly commimmenniis  Diwevseasmpsnnsmanmnsssmme , selanjutnya disebut pihak I
T L LI . , selanjutnya disebut pihak II
bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang ................... .

yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

...........................................................................................................

Pasal 2

Pasal 3

...........................................................................................................

Pasal 4

................................................................................

Judul perjanjian
(nama naskah
dinas, para
pihak, objek
perjanjian.

Penomoran
yang berurutan
dalam satu
tahun takwin

Memuat
identitas pihak
yang
mengadakan
dan
menandatangan
1 perjanjian.

Memuat materi
perjanjian yang
ditulis dalam
bentuk pasal-
pasal.




- 88 -

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

...........................................................................................................

................................................................................

Pasal 6
LAIN-LAIN

(1) Apabila tejadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat
dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan
persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk force majeure adalah
a.Bencana alam;
b.Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
c.Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama
kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Fasal 7
PENUTUP
Nama Institusi Nama Institusi
Nama Jabatan, Nama Jabatan
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nama Nama
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Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri

Untuk Non pejabat Negara

/ | Pihak ) perjenjian
| Pihak | PERJANJIAN KERJA SAMA g HOCI § Fooon
\ .- ANTARA \

= | |
: g . N |

—— '

TENTANG

rd
I punaniane
} SENOIMoran
.
ROMOR oot b o yang
N Tt Py
i3 B 18 ) R R B - bemm:_n
2slsm satu

Pada harni inl, ......., tauzesl ... Ltulan ..., tshun ..., bertempsatdi....,
vang bertands tanzey & bawsh ini

R ———————
: ooy e b
! D eeeeeeecreeeeneny BElGjUtnYS dizebut sebezei Pikak( 1 W] A
U e, SElGJUNYR dizsbut sebazsi Piksk e L o

. .
2
b5 1

B e

1centzes
Y pihskyang
bersepekst untuk melakuksr kejs sams dalem bidsrz..en, } mEngacsnan
vars distur dslam kstertuar sebazsi berikut: | denms.
| nandaiangs
i i
Do N
Pazal 1 \ perieniisn

A i
. yEs e 2 - H
TUJUAN KERJA SAMA S TTER——

i | Memuar
o e S Ay ] | mster:
RUANG LINGKUP XERJA SAMA i oo e
i perjaniian,
| yang ditubs
| zlsm

o

LAKSANAAN KEGIATAN
SamlaomnsAns DT iAY
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il] Apsbila terjadi hal-hal yeng di luer kskuessan kedusz belsh pihzk ata
foree mageure, dapar diperdmbanglen kot
tempat dsn wakn peleksansen tugss pekerissn dengsan persenyjusn

kedusa belsh pihste

L5
fs

e
ot

: cermasuk foroe majsure adalsh
bencsns =l
b.dndskan pemerintah di bideng fiskel dan meonerer;
¢.kesdaan kesmanen yang Sdsl mengizinker

i

i3} Segala perubshsn dsn/stsu pembatslsn terhsdepy piagsm keris sams
S i y

2t sken distur berssme kemudien clelhy Pihsk Pertems dan FPrhalk
Hsadus,
Pasgal 7
SRS
PENUTUE
Hems Instrusi Name Insgmsi
Nams Jabazan, Neme Jeghatan,
Tanda Tengsn Tandz Tangsn
Nems Nams
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Perjanjian Internasional
Susunan dan bentuk Perjanjian Internasional
a) Kepala

Bagian Kepala terdiri atas:

(1) Lambang Negara masing-masing pihak yang
yang diletakkan di tengah atas;

(2) Nama pihak yang mengadakan perjanjian
internasional atau Memorandum of
Understanding (MoU); dan

(3) Judul Perjanjian Internasional.

b) Batang Tubuh

Bagian Batang Tubuh terdiri atas:

(1) Penjelasan para pihak sebagai pihak yang
terikat oleh perjanjian internasional atau
Memorandum of Understanding (MoU);

(2) Keinginan para pihak;

(3) Pengakuan para pihak terhadap perjanjian
internasional tersebut;

(4) Rujukan terhadap surat minat atau surat
kehendak;

(5) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan

(6) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap
ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.

c) Kaki

Bagian kaki terdiri atas:

(1) Nama jabatan pejabat penandatangan selaku
wakil pemerintah masing-masing, tanda
tangan dan nama pejabat penandatangan,
yang letaknya disesuaikan Degnan
penyebutan dalam  judul perjanjian
internasional,

(2) tempat dan tanggal penandatangan
perjanjian internasional;

(3) penjelasan teks bahasa yang digunakan
dalam perjanjian internasional; dan

(4) segel asli.
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Contoh Format Kesepakatan Awal (Letter Of Intent)
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Contoh Format Memorandum Of Understanding
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Article £

Workingz Group

o

Article o
Settlament of Dizpute
Article &
Amendment

Termir.ation

in withesz whereof the underiigned beingz duly autl: ized thersof by their
respective Govemmeant, have signed this Mamorandum of U df—.: taxding,

dore in duplicated in .......ccc... weessoeenn OB o i ninnndBy of
{:' trb yaar of ............... and one ir i::dcr.e.ﬂs
. and Englizh lan ;uan, a.ltw. s being t‘-qas.il"auth_z tic. In
any dive g cf interpretation of this Alemorandum of Understanding the
text shsll pre‘yah.
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Contoh Format Map Untuk Naskah Dinas Perjanjian

LAMBANG

NEGARA/LOGO




b.
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Surat Kuasa

Susunan dan bentuk Surat Kuasa

1)

2)

3)

Kepala

Bagian kepala surat kuasa terdiri atas:

a) kop surat kuasa terdiri atas Logo dan nama
lembaga, yang diletakkan secara simetris dan
ditulis dengan huruf kapital;

b) judul surat kuasa; dan

¢) nomor surat kuasa.

Batang tubuh

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang

dikuasaka

Kaki

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat,

tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan

tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan
dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Apabila menggunakan Tanda Tangan

Elektronik, maka penempatan Tanda Tangan

Elektronik disesuaikan dengan peletakan tandatangan

pada contoh susunan dan bentuk surat kuasa.




o B =

Contoh Susunan dan bentuk Surat Kuasa

NOMOR ;ousnesammpnsss

........................................................................................

................................................

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Jakarta, ......ccoeeveevinnnnnns
Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa
Tanda Tangan Materai dan Tanda
Tangan
Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP NIP

Logo dan
nama
halaman yang
telah dicetak

Penomoran
terdiri dari
Nomor naskah,
kode unit kerja,
inisial jenis
naskah, bulan
dan tahun
terbit.

Memuat identitas
yang memberi
kuasa.

memuat
pernyataan
tentang
pemberian
wewenang
kepada pihak
lain untuk
melakukan
suatu
tindakan
tertentu.

Kota sesuai
dengan
alamat
lembaga dan
tanggal
penanda
tanganan.
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Contoh Susunan dan bentuk Surat Kuasa
untuk Penandatanganan MoU

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA
NOMOR 21 M-DAG./SK02:2017

Yang bertanda tangan di bawahini . ........... (nama pejabat)....., Menten
Perdagangan Republik Indonesia, member kuasa penuh kepada
Nama Pejabat

Jabatan

Untuk menandatangani atas nama pemerintah Republik Indonesia, terkait

dengan

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

Sebagaibukti, surat kuasaini saya tandatangars dan sava bubuli materai di
Jakartapadatanggal......... bulan........ tahun..........

Tanda Tangan

N aterai

Nama Menten Perdagangan

Republik Indonesia
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Berita Acara

Susunan dan bentuk Berita Acara

1)

Kepala

Bagian kepala berita acara terdiri atas:

a)

b)

c)

kop berita acara, terdiri atas Lambang
Negara/Logo dan nama Lembaga diletakkan
secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
judul berita acara; dan

nomor berita acara.

Batang tubuh

Bagian batang tubuh berita acara terdiri atas:

a)

Kaki

tulisan hari, tanggal, tahun, serta nama dan
jabatan para pihak yang membuat berita acara;
substansi berita acara;

keterangan yang menyebutkan adanya lampiran;
dan

penutup yang menerangkan bahwa berita acara

ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan

penandatanganan nama  jabatan/pejabat dan

tandatangan para pihak dan para saksi.
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Contoh Susunan dan Bentuk Berita Acara

f KEMENTERIAN PERDAGANGAN
# SERRETARIAT JENDERAI

KEMENTERIAN

ﬂERDiSﬁWGAL
BERITA ACARA
NOMOR .../..../BA/.../....
Pada hari ini, ......... , tanggal ....... , bulan ......... , tahun ...... , kami

masing-masing:

) FO— (nama pejabat), .....(NIP dan jabatan]}, selanjutnya disebut pihak
pertama,
dan
. S (pihak lain).......ccccvieevvvceniinnnnnnn, , selanjutnya disebut pihak
kedua, telah melaksanakan
L e LT T
2. dan seterusnya. -
Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ..........
Dibuat di ...ccovvveevnvenneennnnnn.
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nama Lengkap Nama Lengkap
Mengetahui/Mengesahkan
Nama Jabatan,

Tanda tangan

Nama Lengkap

Logo dan nama
lembaga yang
telah dicetak.

B N

=

Penomoran terdiri
dari Nomor
naskah, kode unit
kerja, inisial jenis
naskah, bulan dan
tahun terbit.

D

memuat
identitas yang
melaksanakan
kegiatan.

1

memuat kegiatan
yang
dilaksanakan.

72N

kota sesuai
dengan alamat
lembaga.

Tanda tangan
L < para pihak dan
para saksi.

Susunan dan bentuk Surat Keterangan
1) Kepala

Bagian kepala surat keterangan terdiri atas:

a. kop surat keterangan, terdiri atas Logo dan nama
Lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis

dengan huruf kapital;




3)
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b. judul surat keterangan; dan

c. nomor surat keterangan.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat
pejabat yang menerangkan mengenai sesuatu hal,
peristiwa, atau tentang seseorang yang diterangkan,
maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan.
Kaki

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan
tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan,
tandatangan, dan nama pejabat yang membuat surat
keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada
bagian kanan bawah. Apabila menggunakan tanda
tangan elektronik maka penempatan tandatangan
elektronik disesuaikan dengan peletakan tandatangan
sesuai dengan contoh susunan dan bentuk surat

keterangan.
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Contoh Susunan dan bentuk Surat Keterangan Tentang Seseorang

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
% SERRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
Bl INDON

SURAT KETERANGAN
NOMOR .../..../KET/.../....
Yang bertanda tangan di bawah ini,
nama S —
i - T TTI——
B2 2 1 . e

dengan ini menerangkan bahwa

nama S pavanenenr s esnnsanesny £ SRR
NIP U inviiisaseaianasan cstmas sk e e SRR
pangkat/golongan .......ccccciiiiiiiiiee e
JABAAE 3000 ¥ snsessemasesasossmsersssssvammes ssssnsnn

dan seterusnya

..................................................................................................................
..................................................................................................................
............................................................................
.......................................................................................................
..................................................................................................................

..........................................

.......................................................................................................

............................................................

Nama tempat, tanggal
Pejabat Pembuat Keterangan
Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap

Logo dan nama
lembaga yang
telah dicetak.

Penomoran
terdiri dari
Nomor naskah,
kode unit kerja,
inisial jenis
naskah, bulan
dan tahun terbit.
inisial jenis

Z memuat identitas
yang

memberikan
keterangan.

memuat
identitas yang

diberi
keterangan.

memuat
informasi
mengenai suatu
hal atau
seseorang untuk
kepentingan
kedinasan.

kota sesuai
dengan alamat
lembaga dan
tanggal
penandatangana
n
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Contoh Susunan dan bentuk Surat Keterangan Tentang Hal/Peristiwa

Contoh Format Surat Keterangan Tentang Hal/Peristiwa

{ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
% SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN — - )
PERDAGANGAN
SURAT KETERANGAN
NOMOR .../..../KET/.../ ...

Yang bertanda tangan di bawah ini,

dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini ......... tanggal ....... tahun
..... jam.... telah terjadi hal/peristiwa:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................
.....................................................................................................

................................................................................................................

..............................................

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya
Nama tempat, tanggal
Pejabat Pembuat Keterangan
Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap

e. Surat Pengantar
Susunan dan bentuk Surat Pengantar
1) Kepala

Logo dan nama
lembaga yang
telah dicetak.

=

Penomoran
terdiri dari
Nomor naskah,
kode unit kerja,
inisial jenis
naskah, bulan
dan tahun
terbit

=

memuat
identitas yang
memberikan
keterangan.

7

memuat
identitas yang
diberi
keterangan.

S

memuat
informasi
mengenai suatu
hal atau
seseorang untuk
kepentingan
kedinasan.

T

1

kota sesuai
dengan alamat
lembaga dan
tanggal
penandatangana
n

Bagian kepala surat pengantar terdiri atas:

a) kop surat pengantar;
b) nomor;
c) tanggal,;




2)

3)
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d) nama jabatan/alamat yang dituju; dan
e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara
simetris.
Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk
kolom terdiri atas:
a) Nomor urut;
b) jenis yang dikirim;
¢) banyaknya naskah/barang; dan
d) keterangan.
Kaki
Bagian kaki surat pengantar terdiri atas:
a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang
meliputi:
1. nama jabatan pembuat pengantar;
2. tanda tangan;
3. nama dan NIP; dan
4. stempel jabatan/lembaga.
b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang
meliputi:
1. nama jabatan penerima;
2 tanda tangan;
3. nama dan NIP;
4 cap lembaga;
5. nomor telep apital eile; dan
6. tanggal penerimaan.
Apabila menggunakan tanda tangan elektronik,
penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan
dengan peletakan tanda tangan sebagaimana contoh

susunan dan bentuk surat pengantar.
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Contoh Susunan dan bentuk Surat Pengantar

NAMA LEMBAGA

SALAN e

v AP io v vun e suvnnivg

FAKSIMILE............

Tampar dan

e
<

o
Tt T3 tanzgael
woiTglh,Bin. Thn.) cembuaten
turat
Vet
l { Alammas tuiaan
---------------------------- A -
---------------------------- ‘\“_ :-‘:L:-'g :&; 3:
citubs di
......... Frsmecrrcitnnnnenna Qggzlﬁl’::;
SURATPENGANTAR
NOMOR ... . PGNTR .. .....
No Naskah Dinas vang Banyaknya Keterangan
Dikirimkan
Diterima ranssal
- ~ A &:—)b\- ------------------
Numa jabgran
Penerima Pengirim

Nama jabatan,

Nama jabatan,
Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap
D, ot I .

dan nama
lenghap yang
ditulis dalam
huruf awal
kapital

\/
[ )

f.  Pengumuman

Susunan dan bentuk Pengumuman

1) Kepala

Bagian kepala pengumuman terdiri atas:

a)

lembaga,

yang ditulis

simetris;

b)

lembaga,

dengan huruf

kop pengumuman terdiri atas Logo dan nama

Se€cara

tulisan pengumuman dicantumkan di bawah Logo

yang ditulis dengan huruf secara
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simetris dan nomor pengumuman dicantumkan di
bawahnya;

c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah
pengumuman ditulis dengan huruf secara
simetris; dan

d) rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan
huruf secara simetris di bawah tentang.

Batang Tubuh

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri atas:

a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;

b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan
pengumuman; dan

c) pemberitahuan tentang hal tertentu.

Kaki

Bagian kaki pengumuman ditempatkan disebelah

kanan, yang terdiri atas:

a) tempat dan tanggal penetapan;

b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang
ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan
tanda baca koma,;

c¢) tanda tangan pejabat yang menetapkan, apabila
menggunakan tanda tangan elektronik,
penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan
dengan peletakan tanda tangan sebagaimana
contoh susunan dan bentuk pengumuman;

d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis
dengan huruf awal kapital; dan

e) Cap Dinas
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Contoh Susunan dan bentuk Pengumuman

Contoh Format Pengumuman

/ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN - . .

PERDAGANGAN

PENGUMUMAN
NOMOR .../..../PENG/.../....

TENTANG

.........................................................................................
....................................................................................................
...............................................................................................
.........................................................................................
....................................................................................................

............................................................................................

.........................................................................................

Dikeluarkan di .................
pada tangeal ...

Nama Jabatan,
Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap

Logo dan nama
lembaga yang
telah dicetak.

Penomoran
terdiri dari Nomor
naskah, kode unit
kerja, inisial jenis
naskah, bulan dan
tahun

—

T

judul
¥ pengumuman
vang ditulis

dengan huruf
kapital.

memuat alasan,
peraturan yang
menjadi dasar,
dan
pemberitahuan
tentang hal
tertentu vang
dianggap
mendesak.

kota sesuai
dengan alamat
lembaga dan
tanggal
penandatanganan




Laporan
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Susunan dan bentuk Laporan

1)

2)

Kepala

Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang

ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara

simetris.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh laporan terdiri atas:

a) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum,
maksud dan tujuan, serta ruang lingkup, dan
sistematika laporan,;

b) Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang
dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil
pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi,
dan hal lain yang perlu dilaporkan;

c) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan
pertimbangan; dan

d) Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat
harapan/permintaan  arahan/ucapan  terima
kasih.

Kaki

Bagian kaki laporan ditempatkan disebelah kanan

bawah dan terdiri atas:

a)
b)

c)

tempat dan tanggal pembuatan laporan;

nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang
ditulis dengan huruf awal kapital,

tanda tangan, apabila menggunakan Tanda
Tangan Elektronik, maka penempatan Tanda
Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan
tandatangan pada contoh susunan dan bentuk
laporan; dan

nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal

kapital.
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Contoh Susunan dan bentuk Laporan

Contoh Format laporan

f KEMENTERIAN PERDAGANGAN
- SERRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

LAPORAN
TENTANG

.....................................................................................

A. Pendahuluan

Umum

Maksud dan Tujuan
Ruang Lingkup
Dasar

gl 1S

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

...................................................................................................

................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

..........................................................................

Nama Jabatan Pembuat Laporan,
Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap

Logo dan
nama lembaga
yang telah
dicetak.

Judul laporan
yang ditulis

dengan huruf
kapital.

memuat
laporan
tentang
pelaksanaan
tugas

kedinasan.

kota sesuai
dengan alamat
lembaga dan
tanggal
penandatanga
nan, nama
jabatan, tanda
tangan, dan
nama lengkap.
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Telaah Staf

Susunan dan bentuk Telaah Staf

1)

3)

Kepala

Bagian kepala telaahan staf terdiri atas:

a)  judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris
di tengah atas;

b) Uraian singkat tentang permasalahan.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri atas:

a) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan
jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan;

b) Praanggapan, yang memuat dugaan yang
beralasan, berdasarkan data yang ada, saling
berhubungan sesuai dengan situasi yang
dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian
di masa yang akan datang;

c) Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta
yang merupakan landasan analisis dan
pemecahan persoalan;

d) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta
terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan
serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan
atau cara bertindak yang mungkin atau dapat
dilakukan;

e) Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan,
yang merupakan pilihan cara bertindak atau
jalan keluar; dan

f) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara
ringkas dan jelas saran atau usul Tindakan
untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

Kaki

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan disebelah

kanan bawah, yang terdiri atas:

a) nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis
dengan huruf awal kapital;

b) tanda tangan, apabila menggunakan Tanda

Tangan Elektronik, penempatan Tanda Tangan
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Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda
tangan pada contoh susunan dan bentuk
telaahan staf;

nama lengkap; dan

daftar lampiran (jika diperlukan).
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Contoh Format Telaahan

II.

III.

V.

TELAAHAN
TENTANG

Persoalan

Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan
dipercahkan.

Praanggapan

Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling
berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan
kejadian dimasa mendatang.

Fakta yang Mempengaruhi

Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis
dan pemecahan persoalan.

Analisis

Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta
akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara
bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.

Simpulan

Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak
atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi

Saran

Bagian saran memuat secara ringkasa dan jelas tentang saran tindakan untuk
mengatasi persoalan yang dihadapi.

Nama jabatan Pembuat Telaahan
Tanda Tangan
Nama Lengkap
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PEMBUATAN NASKAH DINAS

A.

Persyaratan Pembuatan

Setiap Naskah Dinas harus merupakan inti sari dari pemikiran yang

ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya

Naskah Dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya

perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1.

Ketelitian

Dalam membuat Naskah Dinas harus mencerminkan ketelitian
dan kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi,
struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam
pengetikan.

Kejelasan

Naskah Dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari
materi yang dimuat dalam naskah dinas.

Logis dan Singkat

Naskah Dinas harus menggunakan Bahasa Indonesia yang
formal, logis secara efektif, singkat, padat dan lengkap sehingga
mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas.
Pembakuan

Naskah Dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku,
sehingga dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan

reliable.

Penomoran Naskah Dinas

1.

Penomoran Naskah Dinas Arahan

a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk
Teknis, Instruksi, Standard Operasional Procedurs dan
Surat Edaran.
Susunan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan dan
pentapan terdiri atas tulisan Nomor, nomor naskah (nomor
urut dalam satu tahun takwim), tulisan tahun dengan

huruf kapital dan tahun terbit.
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Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas pengaturan

(peraturan perundang-undangan):

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ....
TENTAG

.............................................

Contoh Format penomoran Surat Edaran

SURAT EDARAN

...................................................

Contoh format penomoran pedoman

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN: ius0 sovvissnimas st snius dis s

b. Keputusan

Susunan penomoran Keputusan (Naskah Dinas Penetapan)

Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penetapan

(Keputusan):

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .... TAHUN .........
TENTANG
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Surat Tugas

Susunan penomoran surat tugas adalah sebagai berikut:
1) kata “nomor” yang ditulis dengan huruf kapital

2) Kode klasifikasi

3) Inisial unit

4) Inisial jenis naskah dinas

5) Nomor urut surat

6) Tahun

Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas

penugasan yang ditandatangani oleh Eselon I:

SURAT TUGAS
NOMOR KP.00.00/2350/SJ-DAG/ST/03/2020

Keterangan:

KP.00.00 : Kode Klasifikasi;

2350 : Nomor Urut Surat;
SJ-DAG  : Kode inisial Unit

ST : inisial jenis naskah dinas
03 : bulan Maret

2020 : Tahun terbit

Naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus

Naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus dalam

penomorannya menggunakan kode klasifikasi, nomor naskah dinas,

kode Unit Kerja, inisial jenis naskah dinas, bulan dan tahun, yang

bertujuan untuk:

a.

agar mudah diingat baik oleh para pegawai/pejabat, maupun
pihak luar dan dapat diketahui secara visual;

Untuk mengetahui jumlah surat yang keluar dari wunit
pengirim/pencipta naskah dinas;

Untuk mengetahui unit asal naskah dinas;

Untuk digunakan sebagai referensi; dan

Untuk memudahkan penataan dan penemuan Kembali surat

Pemberian kode Unit Kerja dalam penomoran naskah dinas di
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lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan sesuai dengan

urutan Unit Kerja yang tercantum dalam struktur organisasi

masing-masing Unit Kerja. Penomoran naskah dinas untuk

naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus terdiri

atas:

1) Kode klasifikasi

2) Nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun
takwim);

3) Inisial unit

4) Inisial jenis naskah dinas

S5) Bulan (ditulis dalam dua digit)

6) Tahun terbit

Ketentuan penulisan nomor naskah dinas:

a. Kode Klasifikasi
Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal
suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu
menyusun tata letak identitas arsip.

b. Nomor Naskah Dinas
Apabila suatu unit mengeluarkan surat menyangkut
klasifikasi, hari dan tanggal yang sama, maka surat
tersebut hanya menggunakan satu nomor kode pengenal
pengirim surat.

c. Inisial unit
Ketentuan pemberian inisial unit pada Naskah Dinas di
lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan inisial
unit sebagaimana tercantum dalam table II

d. Inisial jenis Naskah Dinas
Menjelaskan tentang inisial jenis Naskah Dinas yang dibuat

e. Bulan
Ditulis dengan angka arab, menggunakan dua digit

f.  Tahun

Tahun ditulis secara lengkap
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Tabel I

Nama Unit Kerja (Nomenklatur) dan Nama Jabatan (Titulatur)

dalam Bahasa Inggris

NO. Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur)
1. | Menteri Perdagangan Republik Indonesia Menteri Perdagangan
Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Ministry of Trade
2. | Sekretariat Jenderal Sekretais Jenderal
Secretariate General Secretary General
1. | Biro Perencanaan Kepala Biro Perencanaan
Planning Bureau Head of Planning Bureau
2. | Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya
Personal dan Organization Bureau Manusia
Head of Personal and Organization Bureau
3. | Biro Keuangan Kepala Biro Keuangan
Finance Bureau Head of Finance Bureau
4. | Biro Hukum Kepala Biro Hukum
Legal Affairs Bureau Head of Legal Affairs Beureau
5. | Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan
General Affairs and Procurement Serevices Bureau Head of General Affairs and Procurement
services Bureau
6. | Biro Hubungan Masyarakat Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Public Relation Bureau Head of Public Relation Bureau
7. | Biro Advokasi Perdagagan Kepala Biro Advokasi Perdagangan
Trade Advocacy Bureau Head of Trade Advocacy Bureau
8. | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Perdagangan Aparatur Perdagangan
Trade Apparatus Education and Training Center Head of Trade Apparatus Education and
Training Center
9. | Pusat Penanganan Isu Strategis Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis
Stategic Issues Center Head of Strategic Issues Center
10. | Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional | Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Perdagangan Perdagangan
Center for Trade functional Position Management Head of Center for Trade Functional Position
Management
12. | Puat Data dan Sistem Informasi Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi
Data and Information System Center Head of Data and Information Center
11 | Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor | Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia
dan Jasa Perdagangan Ekspor dan Jasa Perdagangan
Export and Trade Services Training Center Head of Export and Trade Services Training
Center
3. | Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Directorate General (DG) of Domestic Trade

Director General (DG) of Domestic Trade
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NO. Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur)
1. | Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan | Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri Dalam Negeri
Secretariat of Directorate General (DG) of Domestic | Secretary of Directorate General (DG) of
Trade Domestic Trade
2. | Direktorat Bina Usaha Perdagangan Direktur Bina Usaha Perdagangan
Directorate of Business Development Director of Business Development
3. | Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik
Directorate of Distribution Facilities and Logistic Director of Distribution Facilities and Logistic
4. | Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang | Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan
Penting Barang Penting
Directorate of Staple Foods and Essential | Director of Staple Foods and Essential
Goods Goods
5. | Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk | Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri Dalam Negeri
Directorate of Domestic Produs Use and Marketing Director of Domestic Produs Use and Marketing
6 | Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik | Direktur Perdagangan Melalui Sistem
dan Perdagangan Jasa Elektronik dan Perdagangan Jasa
Directorate of Trade Through Electronic Systems | Director of Trade Through Electronic Systems
and Trade in Service and Trade in Service
4. | Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Directorate General (DG) of Foreign Trade Directorate General (DG) of Foreign Trade
1. | Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar | Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan
Negeri Luar Negeri
Secretariat of Directorate General (DG) of Foreign | Secretary of Directorate General (DG) of Foreign
Trade Trade
2. | Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan | Direktur Ekspor Produk Pertanian dan
Kehutanan Kehutanan
Directorate of Agriculture and Forestry Product | Director of Agriculture and Forestry Product
Export Export
3. | Direktorat Ekspor Produk Industri dan | Direktur Ekspor Produk Industri dan
Pertambangan Pertambangan
Directorate of Industrial and Mining Product Export Director of Industrial and Mining Product Export
4. | Direktorat Impor Direktur Impor
Directorate of Import Director of Import
S. | Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor
Directorate of Export and Import Fasilitation Director of Export and Import Fasilitation
6. | Direktorat Pengamanan Perdagangan Direktur Pengamanan Perdagangan
Directorate of Trade Defense Director of Trade Defense
5. | Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan | Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan
Internasional Internasional
Directorate General (DG) of International Trade | Director General (DG) of International Trade
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NO. Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur)
Negotiation Negotiation
1. | Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan | Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan International Perdagangan International
Secretariat of Directorate General (DG) of | Secretary of Directorate General (DG) of
International Trade Negotiation International Trade Negotiation
2. | Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan | Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan
Dunia Dunia
Directorate of World Organitation Negotiations Director of World Organitation Negotiations
3. | Direktorat Perundingan ASEAN Direktur Perundingan ASEAN
Directorate of ASEAN Negotiation Director of ASEAN Negotiation
4, | Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan | Direktur Perundingan Antar Kawasan dan
Organisasi Internasional Organisasi Internasional
Directorate of Interregional Negotiations and | Director of Interregional Negotiations and
International Organizations International Organizations
5. | Direktorat Perundingan Bilateral Direktur Perundingan Bilateral
Directorate of Bilateral Negotiations Director of Bilateral Negotiations
6. | Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Direktur Perundingan Perdagangan Jasa
Directorate of Trade-in Services Director of Trade-in Services
6. | Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor
Directorate General (DG) of National Export Development Nasional
Director General (DG) of National Export
Development
1. | Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan | Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan
Ekspor Nasional Ekspor Nasional
Secretariat of Directorate General (DG) of National | Secretary of Directorate General (DG) of
Export Development National Export Development
2. | Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi | Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi
Ekspor Ekspor
Directorate of Market Development and Export | Director of Market Development and Export
Information Information
3. | Direktorat Pengembangan Ekspor Produk | Direktur Pengembangan Ekspor Produk
Manufaktur Manufaktur
Directorate of manufactured products export | Director of manufactured products export
development development
4. | Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktur Pengembangan Produk Primer
Directorate of primary products export development | Director ~ of  primary  products  export
development
5. | Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk | Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan

Kreatif
Directorate of services and creative products export

development

Produk Kreatif
Director of services and creative products export

development
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NO. Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur)
7. | Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Commodity Futures Tading and Regulatory Agency | Berjangka Komoditi
(CoFTRA) Head of Commodity Futures Tading and
Regulatory Agency (CoFTRA)
1. | Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan | Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Berjangka Komoditi
Secretary of Commodity Futures Tading and | Secretary of Commodity Futures Tading and
Regulatory Agency (CoFTRA) Regulatory Agency (CoFTRA)
2. | Biro Peraturan Perundang-undangan dan | Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Penindakan dan Penindakan
Legistation and Enforcement Bureau Head of Legistation and Enforcement Bureau
3. | Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka | Kepala Biro Pengawasan Perdagangan
Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang | Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan
Komoditas Pasar Lelang Komoditas
Supervision Bureau of Commodity Futures Trading, | Head of Supervision Bureau of Commodity
Warehouse Receipt System, and Commodity Auction | Futures Trading, Warehouse Receipt System,
Market and Commodity Auction Market
4. | Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan | Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan
Berjangka Komoditi Perdagangan Berjangka Komoditi
Development Bureau of Commodity Futures Trading | Head of Development Bureau of Commodity
Futures Trading
5. | Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan
Gudang dan Pasar lelang Komoditas Sistem Resi Gudang dan Pasar lelang
Komoditas
Development Bureau of Warehouse Receipt System Ho o Deopament Buragual Warslipuse
il Cotamipdity Aiiotion Murket Receipt System and Commodity Auction Market
8. | Badan Kebijakan Perdagangan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan
Trade Policy Agency Head of Trade Policy Agency
1. | Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan
Secretariate of Trade Policy Agency Secretary of Trade Policy Agency
2. | Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik Kepala  Pusat  Kebijakan Perdagangan
Center for Domestic Trade Policy Domestik
Head of Center for Domestic Trade Policy
3. | Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan
Center for International Trade Policy Internasional
Head of Center for International Trade Policy
4. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan | Kepala Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan

Perdagangan
Center for Export Import Policy and Trade Remedy

Security

Pengamanan Perdagangan
Head of Center for Export Import Policy and
Trade Remedy Security




- 121 -

NO. Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur)
9. | Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib | Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen
Niaga dan Tertib Niaga
Directorate General (DG) of Consumer Protection and | Director General (DG) of Consumer Protection
Trade Compliance and Trade Compliance
1. | Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan | Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga Konsumen dan TertibNiaga
Secretariate of Directorate General (DG) of Consumer | Secretary of Directorate General (DG) of
Protction and Trade Compliance Consumer Protction and Trade Compliance
2. | Direktorat Pemberdayaan Konsumen Direktur Pemberdayaan Konsumen
Directorate of Consumer Empowerment Director of Consumer Empowerment
3. | Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu
Directorate of Standarization and Quality Control Director of Standarization and Quality Control
4. | Direktorat Metrologi Direktur Metrologi
Directorate of Metrology Director of Metrology
5. | Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktur Pengawasan Barang Beredar dan
Directorate of Circulating Goods and Services | Jasa
Surveyllance Director of Circulating Goods and Services
Surveyllance
6. | Direktorat Tertib Niaga Direktur Tertib Niaga
Directore of Trade Compliance Director of Trade Compliance
10. | Inspektorat Jenderal Inspektur Jenderal

Inspectorate General

Inspector General

1. | Sekretariat Inspekorat Jenderal Sekretaris Inspekorat Jenderal
Secretariate of Inspectorate General Secretary of Inspectorate General
2. | Inspektorat I Inspektur I
Inspectorate I Inspector 1
3. | Inspektorat II Inspektur II
Inspectorate Il Inspector II
4. | Inspektorat III Inspektur III
Inspectorate III Inspector III
5. | Inspektorat IV Inspektur IV

Inspectorate IV

Inspector IV
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Tabel II.

Nomor, kode Unit Kerja, singkatan unit dan singkatan jabatan

- Nama Unit Kerja Kode Unit Singkatan Singkatan
Kerja unit kerja Jabatan
L. Menteri Perdagangan M-DAG Kemendag Mendag
I1. Sekretaris Jenderal SJ-DAG Setjen Sekjen
1. Biro Perencanaan SJ-DAG.1 Roren Ka. Roren
2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia SJ-DAG.2 RoganSDM Ka. RoganSDM
3. Biro Keuangan SJ-DAG.3 Rokeu Ka. Rokeu
4. Biro Hukum SJ-DAG.4 Rokum Ka. Rokum
5. Biro Umum dan Layanan Pengadaan SJ-DAG.5 Romum dan | Ka. Romum dan
LP LP
6. Biro Hubungan Masyarakat SJ-DAG.6 Humas Karo Humas
Biro Advokasi Perdagangan SJ-DAG.7 Rovodag Karo Vodag
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | SJ-DAG.8 Pusdiklat Ka. Pusdiklat
Perdagangan
Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu | SJ-DAG.8.1 Badiklat PMB | Ka.Badiklat
Barang PMB
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | SJ-DAG.8.2 Badiklat Ka. Badiklat
Jogjakarta Aparatur Aparatur
Jogjakarta
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | SJ-DAG.8.3 Badiklat
Padang Aparatur
Padang
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | SJ-DAG.8.4 Badiklat
Makassar Aparatur
Makassar
9. Pusat Penanganan Isu Strategis SJ-DAG.9 Puspitra Ka. Puspitra
10. | Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional | SJ-DAG.10 Pusbin JFP Ka. Pusbin JFP
Perdagangan
Akademi Metrologi dan Instrumentasi SJ-DAG.10.1 | AKMET Dir.Akmet
11. | Pusat Data dan Sistem Infromasi SJ-DAG.11 PDSI Ka. PDSI
12 Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor | SJ-DAG.12 PPEJP Ka. PPEJP
dan Jasa Perdagangan
III. | Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri PDN Ditjen PDN Dirjen PDN
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan | PDN.1 Set Ditjen | Ses Ditjen PDN
Dalam Negeri PDN
Direktorat Bina Usaha Perdagangan PDN.2 Dit Binusdag | Dir Binusdag
Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik PDN.3 Dit Sarlog Dir Sarlog
4. Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan | PDN.4 Dit Dir Bapokting
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- Nena Uit Kerja Kode Unit Singkatan Singkatan
Kerja unit kerja Jabatan

Barang Penting Bapokting

5. Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk | PDN.5 Dit P3DN Dir P3DN
Dalam Negeri

6. Direktorat ~ Perdagangan  Melalui  Sistem | PDN.6 Dit. SEPJ Dir. SEPJ
Elektronik dan Perdagangan Jasa

IV. | Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri DAGLU Ditjen Dirjen DAGLU

DAGLU

il Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan | DAGLU.1 Set Ditjen | SesDitjen
Luar Negeri DAGLU DAGLU

2 Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan | DAGLU.2 Dit Dir Ekstanhut
Kehutanan Ekstanhut

& Direktorat Ekspor Produk Industri dan | DAGLU.3 Dit Dir
Pertambangan Eksprointam | Eksprointam

4. Direktorat Impor DAGLU.4 Dit Impor Dir Impor

5. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor DAGLU.S Dit Faseksim | Dir Faseksim

6. Direkturat Pengamanan Perdagangan DAGLU.6 Dit PP Dir PP

V. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan | PPI Ditjen PPI Dirjen PPI
Internasional

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan | PPIL.1 Set Ditjen | Ses Ditjen PPI
Perdagangan International PPI

2. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan | PPIL.2 Dit OPD Dir OPD
Dunia
Direktorat Perundingan ASEAN PPL3 Dit ASEAN Dir ASEAN

4. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan | PPL.4 Dit AKOI Dir AKOI
Organisasi Internasional
Direktorat Perundingan Bilateral PPL.5 Dit Bilateral | Dir Bilateral
Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa PPL6 Dit Jasa Dir Jasa

VI. | Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor | PEN Ditjen PEN Dirjen PEN
Nasional

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan | PEN.1 Set Ditjen | SesDitjen PEN
Ekspor Nasional PEN

2. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi | PEN.2 Dit PPIE Dir PPIE
Ekspor

3. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk | PEN.3 Dit PEPP Dir PEPP
Primer

4. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk | PEN.4 Dit PEPM Dir PEPM
Manufaktur

5. Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan | PEN.S Dit PEJPK Dir PEJPK
Produk Kreatif

VII. | Badan Pengawas Perdagangan Berjangka | BAPPEBTI BAPPEBTI KA. BAPPEBTI

Komoditi
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No. Nama Unit Kerja Kode Unit Singkatan Singkatan
Kerja unit kerja Jabatan
1. Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan | BAPPEBTI.1 Set Ses. BAPPEBTI
Berjangka Komoditi BAPPEBTI
2. Biro Peraturan Perundang Undangan dan | BAPPEBTI.2 Rorundak Ka. Rorundak
Penindakan
3. Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka | BAPPEBTI.3 Rowas PBK, | Ka. Rowas PBK,
Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar SRG dan PLK | SRG dan PLK
Lelang Komoditas
4. Biro Pembinaan dan Pengembangan | BAPPEBTI.4 Ronabang Ka Ronabang
Perdagangan Berjangka Komoditi PBK PBK
5. Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi | BAPPEBTI.5 Ronabang Ka  Ronabang
Gudang dan Pasar Lelang Komoditas SRG dan PLK | SRG dan PLK
VIII. | Badan Kebijakan Perdagangan BKPerdag BKPerdag KA BKPerdag
1. Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan BKP.1 Set BKP Ses BKP
2. Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik BKP.2 Puska PD Ka Puska PD
3. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKP.3 Puska PI Ka Puska PI
4. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan | BKP.4 Puska EIPP KA Puska EIPP
Perdagangan
IX. | Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen | PKTN Ditjen PKTN | Dirjen PKTN
dan Tertib Niaga
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan | PKTN.1 Set Ditjen | SesDitjen PKTN
Konsumen dan Tertib Niaga PKTN
2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen PKTN.2 Dit PK Dir PK
3. Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu | PKTN.3 Dit Dir Standalitu
Standalitu
Balai Pengujian Mutu Barang PKTN.3.1 Balai PMB Ka. Balai PMB
Balai Kalibrasi PKTN.3.2 Balai Ka. Balai
Kalibrasi Kalibrasi
Balai Sertifikasi PKTN.3.3 Balai Ka. Balai
Sertifikasi Sertifikasi
4, Direktorat Metrologi PKTN.4 Ditmet Dir Met
Balai Standardisasi Metrologi Regional I PKTN.4.1 BSML Reg I Ka Balai BSML
Reg |
Balai Standardisasi Metrologi Regional II PKTN.4.2 BSML Reg Il | Ka Balai BSML
Reg 11
Balai Standardisasi Metrologi Regional III PKTN.4.3 BSML Reg III | Ka Balai BSML
Reg III
Balai Standardisasi Metrologi Regional IV PKTN.4.4 BSML Reg IV | Ka Balai BSML
Reg IV
Balai Pengujian Alat-alat ukur, Takar, Timbang | PKTN.4.5 Balai UTTP Ka. Balai UTTP
dan Perlengkapannya
Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan | PKTN.4.6 Balai SNSU Ka. Balai SNSU
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" Nama Unit Kerja Kode Unit Singkatan Singkatan
Kerja unit kerja Jabatan
Ukuran
5. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan | PTN.5 Dit PBBJ Dir PBBJ
Jasa
6. Direktorat Tertib Niaga PKTN.6 Dit TN Dir TN
Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan PKTN.6.1 BPTN Medan | Ka Balai BPTN
Medan
Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi PKTN.6.2 BPTN Bekasi | Ka Balai BPTN
Bekasi
Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya PKTN.6.3 BPTN Ka Balai BPTN
Surabaya Surabaya
Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar PKTN.6.4 BPTN Ka Balai BPTN
Makassar Makassar
X. Inspektorat Jenderal 1J-DAG Itjen Irjen
14 Sekretariat Inspekorat Jenderal [J-DAG.1 Set Itjen Ses Itjen
2. Inspektorat I [J-DAG.2 It 1 Irl
3. Inspektorat II IJ-DAG.3 It1I Ir I
4. Inspektorat III IJ-DAG.4 It Ir III
5. Inspektorat IV IJ-DAG.5 ItIvV Ir IV
XI Staf Ahli Menteri Perdagangan
i Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar SAM-PP
2. Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola SAM-MT
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional SAM-HI
4. Staf Ahli Bidang lklim Usaha dan Hubungan | Sam-IUHAL
Antar Lembaga
1. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi

intern (nota dinas):

Nomor: KN.01/190/SJ-DAG/ND/03/2020

Keterangan:

KN.O1 : Kode Klasifikasi
190

SJ-DAG  : inisial unit

ND : inisial jenis surat

03 : Bulan Ke-3 (Maret)
2020 : Tahun 2020

: Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun takwim/kalender
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Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi

ekstern (surat dinas):

R/KP.01/10/SJ-DAG/SD/06/2021

Kategori Identifikasi keamanan yang
bersifat Rahasia

A\ 4

—» | Kode Klasifikasi

Nomor Urut Naskah Dinas

v

Innisial unit

A\

A 4

Inisial jenis surat

bulan

A\ 4

tahun

>

Penggunaan Kertas, Amplop dan Tinta

Kertas, amplop dan tinta merupakan media atau sarana surat menyurat

untuk merekam informasi dalam komunikasi kedinasan.

1

Kertas surat

a.

Penggunaan Kertas

1)

2)

3)

Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS

minimal 70 gr, antara lain untuk kegiatan surat menyurat,

penggandaan dan dokumen pelaporan.

Pembuatan Naskah Dinas dari draft hinggsa net yang

dibubuhi paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas,

karena Naskah Dinas dari draft sampai dengan

ditandatangani merupakan satu berkas arsip.

Naskah Dinas yang bernilai guna sekunder atau permanen,

harus menggunakan kertas dengan standar Kertas

Permanen:

a) Gramatur minimal 70 gram/m?2.

b) ketahanan sobek minimal 350 mN

c¢) ketahanan lipat minimal 3,42 (metode schopper) atau
2,1 (metode MIT)

d) pH pada rentang 7,5 - 10

e) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam / kg

f) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa
minimal 5

Salah satu jenis kertas yang memenuhi standar seperti

yang disebutkan di atas adalah kertas conqueror, concorde
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yang dapat digunakan untuk menyusun naskah dinas yang

sifatnya mengatur (Peraturan Menteri Perdagangan,

Keputusan Menteri Perdagangan, MoU, dll)

4) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya

disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri atas:

a) Naskah Dinas arahan menggunakan kertas F4
berukuran 210 x 330 mm;

b) Naskah Dinas korespondensi menggunakan kertas A4
yang berukuran 297 x 210 mm (b1/2 x 113/4 inchi);,

c) Naskah Dinas khusus menggunakan kertas A4 yang
berukuran 297 x 210 mm (81/2 x 11 % Inch);

d) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297
x 210 mm (81/2 x 113/4 Inch); dan

e) Telaahan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297
x 210 mm (81/2 x 11 % Inch).

Amplop
Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama
untuk surat keluar lembaga. Ukuran, bentuk, dan warna sampul
yang digunakan untuk surat menyurat di lingkungan lembaga, diatur
sesuai dengan keperluan lembaga masing-masing dengan
mempertimbangkan efisiensi.
a. Ukuran
Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas
disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan naskah dinas
yang akan didistribusikan.
b. Warna
Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau
coklat muda.
c. Penulisan Pengirim dan Tujuan
Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat
tujuan. Alamat pengirim berupa Lambang Negara atau logo
lembaga, nama lembaga atau jabatan, serta alamat lembaga,
sedangkan alamat tujuan naskah dinas ditulis lengkap dengan

nama jabatan atau lembaga dan alamat lembaga.
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d. Cara melipat dan memasukkan surat ke dalam sampul
Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesusai ukuran amplop
dengan mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya harus
dan rapi dengan kepala surat menghadap ke depan kearah
penerima atau pembaca surat. Pada amplop yang mempunyai
jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala

surat harus tepat pada jendela amplop.

Contoh Format Melipat Kertas Surat

Periama, Seperiiga Dagian
- =4

Dawah iembaran xerias
suraz dilipat ke depan
Lembar Kertas Surat l
[ I e

\
.‘I
\
|
(L}

o Kedua, sepsruiga bagian aias
lembaran kbrias surat
dil:pat ks belakang

/"“W“\
. J

Ketiga, surat dimasukkan
ke dalam sampul dengan
bagian kepala surat
menghadap ke depan ke
arah pembaca pEnerima

i S

¥

Pada sampul vang
menggunakan jendela kertas
kaca, alamat tujuan pada
kepala surat harus tepat d:
malik jendela kertas kaca
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Ketentuan Jarak Spasi dan ukuran huruf, serta kata penyambung

Khusus untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan

agar mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia.

a.

Jarak Spasi

Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek

keserasian, estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. jarak antar judul dan isi adalah dua spasi;

2. jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama
dengan baris kedua adalah satu spasi; dan

3. jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan.

Jenis dan ukuran huruf

1. Jenis huruf yang digunakan pada kop naskah dinas adalah PT
Sans Narrow;

2. Jenis huruf yang digunakan untuk naskah dinas arahan adalah
bookman old style 12; dan

3. Jenis huruf naskah dinas lainnya menggunakan huruf Arial 12.

Kata Penyambung

Kata Penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa

teks masih berlanjut pada halamat berikutnya (jika naskah lebih dari

satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman

pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman pada baris

terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata

penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis

sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari

halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau

dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata

penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.
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Contoh format Penulisan Kata Penyambung

Pada halaman 1 baris paling bawah

adalah media...

Media... |« Kata Penyambung

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media
elektronik...dst.

Media elektronik ...
.................... dst

Penentuan Batas/Ruang Tepi

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan Naskah

Dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara

penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan

naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi Kkiri

sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi

dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang

digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu:

1. Ruang tepi atas : apabila menggunakan kop naskah dinas, 2
spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop
naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari

tepi atas kertas;

2. Ruang tepi bawah : sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah
kertas;

3. Ruang tepi kiri . sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri
kertas; dan

4. Ruang tepi kanan : sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan
kertas.

Catatan:

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas

bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu
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naskah dinas. Penentuan ruang tepi termasuk juga jarak spasi dalam

paragrap hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Nomor Halaman

Nomor halaman naskah dinas ditulis ndengan menggunakan nomor urut
angka arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan
membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan sesudah nomor, kecuali
halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas
tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

Tembusan

Tembusan surat dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukkan
bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut.

Lampiran

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi
nomor urut dengan angka arab. Nomor halaman lampiran merupakan
nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.

Penggunaan Logo Lembaga dan Lambang Negara

Lambang Negara, logo, dan Cap Dinas digunakan dalam Tata Naskah
Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan
resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan Tata
Naskah Dinas di seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan
penggunaan Lambang Negara, logo dan Cap Dinas pada kertas surat dan

amplop.

1. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang

Negara.

Bentuk kop naskah dinas jabatan menggunakan Lambang Negara
berwarna kuning emas, dengan ukuran tinggi 21,50 mm dan lebar
20,24 mm sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan. Lambang Negara terletak simetris ditengah kertas yang
berjarak 20 mm dari tepi atas kertas dan berada di tengah tulisan
nama jabatan. Tulisan nama jabatan dicetak tebal dengan huruf

kapital yang terletak 5 mm di bawah Lambang Negara.
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Contoh 1. Menteri Perdagangan

MENTERIPERDAGANGAN

Contoh 2. Wakil Menteri Perdagangan

WAKIL MENTERI PERDAGANGAN

2. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Atribut
Tertentu.

3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerjasama
a. Dalam kerjasama yang dilakukan antar pemerintah (G to G)
menggunakan map naskah dinas dengan lambing Negara
b. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik
antar kementerian (di dalam negeri), logo yang dimiliki
lembaga masing-masing diletakkan di atas map naskah
perjanjian.
J. Pengaturan Paraf Naskah dinas dan Penggunaan Cap
1. Pengaturan Paraf Dinas
a. Pembubuhan Paraf Dinas Secara Hirarkis
1) naskah dinas sebelum ditanda tangani oleh pejabat yang

berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu




2)

4)
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minimal oleh dua pejabat pada dua jenjang jabatan

struktural di bawahnya,;

naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang

akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak

memerlukan paraf;

naskah dinas yang konsepnya terdiri dari beberapa

lembar, harus diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar

naskah dinas oleh pejabat pada dua jenjang jabatan
struktural di bawahnya; dan

letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut:

a) untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di
bawah pejabat penanda tangan naskah dinas
berada di sebelah kanan atau setelah nama jabatan
penanda tangan;

b) untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di
bawah pejabat penanda tangan naskah dinas
berada di sebelah kiri atau sebelum nama jabatan
penandatangan;

c) untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat
disebelah paraf pejabat yang di atasnya.

Pembubuhan paraf pada lembar kontrol

Naskah dinas yang materinya saling berkaitan dan

memerlukan koordinasi antar Unit Kerja maka pejabat yang

berwenang dari unit terkait ikut serta membubuhkan paraf

pada kolom paraf koordinasi.

Contoh Format Bentuk Kolom Paraf Koordinasi
KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON I

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS JENDERAL

INSPEKTUR JENDERAL

DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

KA. BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

KA. BAPPEBTI

STAF AHLI BIDANG .......
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KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON II

PARAF KOORDINASI

KARO HUKUM

KARO UMUM DAN LAYANAN
PENGADAAN

KARO PERENCANAAN

KARO KEUANGAN

KARO HUMAS

2. Penggunaan kop naskah dinas/kop surat

1) Contoh kop naskah dinas unit eselon I Kementerian

Perdagangan
SEKRETARIAT JENDERAL
/77 KEMENTERIAN PERDAGANGAN
’ SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN 2
RPN Stbens
INSPEKTORAT JENDERAL
~L KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Z INSPEKTORAT JENDERAL
\ . =
KEMENTERIAN

PERDAGANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

, (B KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN
PERL

DAGANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
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DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

-, (e: KEMENTERIAN PERDAGANGAN
\' DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN
Pl

DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

i~y (e KEMENTERIAN PERDAGANGAN

-~ \ DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNATIONAL
KEMENTERIAN MRl
FEROAAAY

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
\ DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
afan. ML Ridwan Rais No § Jakarts 10110
KEMENTERIAN

PERDAGANGAN
REPUBLIX IHDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA

ay, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
\ DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
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BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

/17 KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
\ Jalan. M.I. Ridwan Rais WNo.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235286R0, 021-3858171, Ext. 39900 Fax, 021-23528690
KEMENTERIAN www. kemendaog.go.id
PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

~ Lg KEMENTERIAN PERDAGANGAN
\' BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KEMENTERIAN
Ll

2) Bagi Unit Kerja (Unit Eselon II) yang memiliki lokasi
berbeda dengan Unit Eselon I, dapat menggunakan kop
surat dan alamat Unit Kerja masing-masing dengan

terlebih dahulu mencantumkan nomenklatur Unit Eselon I.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN

a, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
AN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN
KEMENTERIAN = J:xlan V\Ijnlu’ \t avangan IJuR\k s
PERDAGANGAN Tel. 021-7423226. 021-7 . 021-7 21-7422570, 021-7422654

REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN

a, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
\ PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN
KEMENTERIAN Jalan. Daeng Muhammad Ardhiwinata lan 3,4 Cihanjuang, Bandung
PERDAGANGAN Tel. 022-6611054, 022-6610863 Fax. 0226611053

REPUBLIK INDOGNESIA www.kemendag.go id
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PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA
PERDAGANGAN

fy, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
\ PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN

Jalan. Letjen S. Parman No.1 12, Grogol, Jakarta
EE%‘[E:JGLENRGL&E Tel. 021-5666729, 021-566330%, 021-5674229 Ext.138, 143 Fax. 021-5066723, 021-5666309
REPUBLIK INDDNESIA www.kemendag go.id

DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

0 KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
\ DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

AEPLALI INDONESI

3 Fav 021.87

DIREKTORAT METROLOGI
\(@ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
f DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
\ DIREKTORAT METROLOGI
KEMENTERIAN Julan. Pasiews No 27 Bandims
LA e g

3) Khusus untuk Unit Kerja (unit pelaksana teknis, dan
akademi metrologi) yang dibentuk diluar Peraturan Menteri
Perdagangan nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perdagangan, menggunakan kop

naskah dinas sebagai berikut:

BALAI DIKLAT APARATUR PERDAGANGAN PADANG

ay, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
¢ BALAI DIKLAT APARATUR PERDAGANGAN PADANG, SUMATERA BARAT
Kantor UPTD Pelavanan dim Pengembangan Mnyek A, [anion 1 Gatu) Dimas Perdapangan Provimst Sumaicra Barat

KEMENTE RIAN Al -I:l.l‘k\‘ m?l l‘:fx k ::'-‘1I||I:
PERDAGANGAN sww hemends

REPUBLIK INCONESIA
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BALAI DIKLAT APARATUR PERDAGANGAN MAKASSAR

an, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
\ ’ BALAI DIKLAT APARATUR PERDAGANGAN MAKASSAR
Ciedumy Grali Sucofinde lanta 2 g I ap Samohago ee 90 A

KEMENTERIAN ks "\'l.l I‘\’\\.-l :n'l:l.u-
PERDAGANGAN wa kernandag poid

REPURBLIK INDONESIA

BALAI DIKLAT APARATUR PERDAGANGAN YOGYAKARTA

// KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BALAI DIKLAT APARATUR PERDAGANGAN YOGYAKARTA
\ Kantor Dimas Penadusinan dan Perdagangan Provmst Daenih (1Y Tantn 3 (hga)
KEMENTERIAN s

PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA

a, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
-t DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
\ BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA
KEMENTERIAN i, hetyenth o s oo ST SO
e Sl S LN T

BALAI PEDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUJI MUTU BARANG

ay, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEXRETARIAT JENDERAL
\ PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUJI MUTU BARANG
KEMENTERIAN i ;
e Rt 1 ok Pt

AKADEMI METROLOGI

7 KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
\ AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI
KEMENTERIAN ft,{-: *': - L , \‘_ ‘-“ ‘-I 7?4 sy ~n'
AN T
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BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA

A, ﬁf KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT METROLOGI
SRR BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR. TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
f 1A ik S bl

AGANGAN Jaln. Pstes
K IROONESTA el (22120125

K

imm
S5

BALAI PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL STANDAR SATUAN
UKURAN

n, {g KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DIREKTORAT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIH NIAGA

\ \ DIREKTORAT METROLO(G
BALAI PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN
KEMENTERIAN Jalsn Pistens No 37§ i
PERDAGANGAN B o

BSML Regional I

S, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

\ DIREKTORAT METROLOG!
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL I
KEMENTERIAN 2 : e - ) ;
PERDAGANGAN Jalar. Bunga Terompet N Kae. Medan Sclaang, Medin

REPUBLIK INOONESIA

BSML Regional II

7 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

IMREKTORAT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

\ DIREKTORAT METROLOGI
BALAI STANDARDISASIMETROLOGI LEGAL REGIONAL T
KEMENTERIAN Falun. Ring Road Selatan, Tamen Tirta Kasife ‘ Xantal, Diersh ltiiews Yogvakatt
PERDAGANGAN s g b

REPUBLIM IMDONESIA
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BSML Regional III
ay, (g KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
\ DIREKTORAT METROLOG!
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL 111
KEMENTERIAN i k) BT 04 RW.2. Landisan UL _—
R E e Lo
BSML Regional IV
~, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
\ DIREKTORAT METROLOGI
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV
KEMENTERIAN Jalie
s etle e Tel 64115211 ss0z
BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG
[N @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
F DIREKTORAT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
\ DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG
KEMENTERIAN Judan Rivva B 5] il
PERDAGANGAN Tl o - =
REPURLIK INDONESIA et -
BALAI KALIBRASI
7/ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
\ @ DIREKTORAT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
\ DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
BALAI KALIBRASI
KEMENTER|AN Jalan Rava B3 . 4 Linaca b Famsr

Bog

PERDAGANGAN

REPUBLI INDONKESIA
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BALAI SERTIFIKASI

ay, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
3 DIREKTORAT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
\ MREKTORAT STANDARDISAS] DAN PENGENDALIAN MUTU
BALAI SERTIFIKASI
KEMENTERIAN fadint B B K, ¥ Gt Fakasta
PERDAGANGAN e v S

BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MEDAN

A, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MEDAN

\ 1 Sumepal Ne 197, 17, Rero, Kes 11.\

KEMENTERIAN
PERDAGANCAN

REPUALIE INDIMESIA

dan Sumasera Flugs 20122

BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA

-~ @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
~ \ BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA
SETLTHONE U O S T Pt Y kouly, Kt ul|:|| st Soalsena, bosa Dunoy GU2NT

<|,|=

KEMENTERIAN wan hemumb: po
PCRDAGANGAN

REBUPLIK INDONE S A

BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MAKASSAR

a, @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MAKASSAR

T Vg Suenohorge N 90 8 Malinonpee Fam Koo Dostoata, Ko Moabacar, Sataacd Sobaran 902120
el il 45 e
s oavmndan zoad

BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA BEKASI

/17 KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA BEKASI

\ \ Srpsess Uvmmmsarcaal 5o 106 Sanera v B

SRR 1 Fossics ;.:\I;.‘u \I. ':..~.. ek U4
AC CA'\I s kel
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4) Untuk organisasi/lembaga non struktural di lingkungan
Kementerian Perdagangan yaitu, Komite Anti Dumping
Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan

Indonesia (KPPI) menggunakan kop surat sebagai berikut:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

a~ @ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
/ KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEMENTERIAN ' i ;
A e

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

. % KEMENTERIAN PERDAGANGAN
\' KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN
PESDAGANGAN

5) Untuk perwakilan Indonesia di luar negeri, Indonesia Trade
Promotion Center (ITPC) menggunakan kop surat sebagai
berikut:

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BARCELONA

/7 MINISTRY OF TRADE
INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BARCELONA
Cable Antha 1si Floos, 250 B8] 0%006 Barcelonas Spain

felp, (MM B4 662 Fax (3450 161 188

pes-harcelona.es

HINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA
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INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER LOS ANGELES

(1)
@ MINISTRY OF TRADE

\ INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER LOS ANGELES
MINISTRY OF TRADE 3457 Wikhire Blvd.. It;‘:fl_;:.:ll,\ Angeles. CA 4 ﬂ:\ lﬁ'l § Sta ol Amer

REPUBLIC OF MDONESA

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BUSAN

iy, aj MINISTRY OF TRADE
= INDONESIATRADE PROMOTION CENTER BUSAN
1653 Karen Fspres Huildme 12111 Chorsane-sdomss Dong-gas Bian 601010
el K251 281 170 Fas 8257 441 162
MINISTRY OF TRADE b non

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER MEXICO CITY

7 MINISTRY OF TRADE
- INDONESIA TRADE PROMOT !0\ CENTER ME \l( DCITY
Cemt Plas Arqummedios, Cffice 105 Adganmede A ;-=-.Ili Lifpron- 0 P 1E3 0 Mo, 101
MNISTRY OF TRADE : izt ‘

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BUDAPEST

77 MINISTRY OF TRADE
- INDONESIA TRADE I’R()M() FION CENTER BUDAPEST

|\

MINISTRY OF TRADE
REPLRLL OF INDOMES A,

spont 1051 D

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER MILAN

7 MINISTRY OF TRADE
INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER MILAN

\ Via Vistor Paame Noo 8 6t | leor Mblan 261020 Jusly
i ARG

G A X 7
MINISTRY OF TRADE i tpans i o
REPLABLC OF INOONE SIA
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INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER CHENNAI

19 MINISTRY OF TRADE
INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER CHENNAI

\ 3 b booer Ispehani Conter. 1237124 Nu

Tel, 241 ) 444208

vd Chenpan 606034, Jadin
3

MINISTRY OF TRADE W
REPURLIC OF INDOMNESIA

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER OSAKA

i ,.f// MINISTRY OF TRADE
INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER OSAKA

Maststnbita IMP B 21, 1-3.7 Shinoim Chaot-ka, Okakia § 106 322
lel 51 06 6957 $555

MINISTRY OF TRADE
REPUBUC DF INDONESIA

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER CHICAGO

77
s MINISTRY OF TRADE
\ INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER CHICAGO

630 N Clark S0, s Fhors, Choago 1 60654
MINISTRY OF TRADE Tol. 326402403 Fax. « M26H02048
REFLALT OF HOORESIA
irpe < hicagesipechicaso com

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SANTIAGO

N @ MINISTRY OF TRADE
\ INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SANTIAGO
Nueva Tajamar 4X1, Torrz Sur Oficing 706, Las COndes, Chile
Beb i Se2y 441 0800 Fax. (- S62) 441 oS

MINISTRY OF TRADE P dposaniago el
REPUSLIC OF NDORESIA

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER DUBAI

77 MINISTRY OF TRADE
INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER DUBAI

A Masral Tavwer 31 11, OtTee 403, Bannvas Rosd, Dena, Posted Arsh Faaonie
Tel 197142278548 Fax. 97142278545

L\

MINISTRY OF TRADE pedubaie kemendup gead
REPUBLIC OF INDONESIA
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INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SAO PAULO

7 MINISTRY OF TRADE
INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SAO PAULO

\ Fabicawo Park T ane, Alancda Santos No. 1787 g 81T E Amdar Caguciva Cosar = CEPOT419-002 Thas

Iv L ]| '??-:l;- = Fax S5 1) 32851 K126

MINISTRY OF TRADE wiww ipsaopanlie g
REPURLAC OF iNDONESIA

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER HAMBURG

MINISTRY OF TRADE

b INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER HAMBURG
\ -._-.‘-,\,u'.‘ 03s Ny
bel \1\ {1 s ‘r :I;LI\] £ .40 159K 276 05
el

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SYDNEY

: @ MINISTRY OF TRADE
\ INDONESIATRADE I’R().\I()'l'!()\’ CENTER SYDNEY
20 Pin Sinet v h Wakes 2000 Australia
Tel. ¢ . IG129232I8TK

MINISTRY OF TRADE
REPUDBLIC OF INDONLSIA

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER JEDDAH

7,
MINISTRY OF TRADE
\ \ INDONESIA TRADE I’RU\[U I'ON CENTER JEDDAH
Consulate Geaaal OF Republic OF rdoaesis Jokla, AN

ot Al-Rehab Drdnet $, PO Box 10, Jeddah 21400
MINISTRY OF TRADE =<
REPUSLIC OF INDDNESIA

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER

7 MINISTRY OF TRADE
INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER
\ Greorpia Dusiaess Centes, 140001500 W a St Vancowy cr BC. VOO 270, Canada
el R ELE N O _'_Ix‘; 1 6 688 1520

WNS"'R" O"TRADE ;:;\.‘ (ANdNCHAT AN OUVET 0T
AEPUG OF INC
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INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER JOHANNESBURG

/17 MINISTRY OF TRADE
INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER JOHANNESBURG
\ Tih Fleoor The Forwn, 2 Maud Stiech. Smcdown, Samdton Republhe of South Afoen 2146
Tel (273 118 8o 240 ¥ 236 242
MINISTRY OF TRADE Wpcd ipojohane barg com

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SHANGHAI

7, MINISTRY OF TRADE
INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SHANGHAI

Shanghat Mart 10th Floor, Shangha, Ulina

itpe.shanghaig kemendag g id

\

MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER LAGOS

gy, ﬁ MINISTRY OF TRADE
INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER LAGOS
Sth, Anfososhe Sireet, Victona sl Nigena

Tel (234-1) 161 R 656462 Tax. ((234-1) 461 98 65:6462

MINISTRY OF TRADE wuwwilpesaopaulo.org
REPUBLIC OF INGONESIA

3. Penggunaan Cap Dinas
a) Pengertian Cap
Cap Dinas adalah alat untuk membuat rekaman tanda
atau simbol suatu lembaga. Cap Dinas digunakan untuk
pengabsahan naskah dinas. Cap dinas dibagi menjadi dua,
yaitu:
1) Cap Jabatan
Cap jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan
yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah

dinas oleh pejabat Kementerian Perdagangan.




b)

2)

3)
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Cap Lembaga

Cap lembaga adalah cap yang memuat nama
Kementerian Perdagangan dan atau unit masing-
masing dan Logo Kementerian yang digunakan sebagai
tanda keabsahan naskah dinas.

Setiap unit eselon [ di lingkungan Kementerian
Perdagangan wajib memiliki cap jabatan dan cap
lembaga/unit.

Bentuk Cap Dinas

Bentuk dan spesifikasi cap Kementerian Perdagangan
adalah sebagai berikut:
1)

Cap Dinas Menteri Perdagangan

Cap Dinas Menteri Perdagangan, menggunakan tinta
berwarna ungu dengan ukuran diameter sebagai
berikut:

Bentuk bundar, terdiri atas dua lingkaran dengan jari-
jari R1 = 35 mm, dan R2 = 24 mm. Tebal garis
lingkaran R1 = + 0,8 mm dan R2 = + 0,8 mm.

—_— > RI=35mm

—> R2=33mm

T —See—————  rama jabatan Menter| Per tagangan
S ——

/ —_>  R3=2mm [ NN

P \

l' { J_j,*, ogagarica
\
\
X\,

/'/"/}
N

Gambar 1. contoh Cap Dinas Menteri Perdagangan

2)

Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon I

Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon I,
menggunakan tinta berwarna ungu dengan ukuran
diameter sebagai berikut:

Bentuk bundar, terdiri atas tiga lingkaran dengan
diameter R1 = 37 mm, R2 = 35 mm, dan R3 = 25 mm.
Tebal garis lingkaran R1 = + 0,8 mm dan R2 = R3 = +
0,2 mm.

= R1=37mm

> R2=35mm

- — R3= 25mm
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Gambar 1. contoh Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon I

3) Penggunaan Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit
Eselon I

a. Cap jabatan Eselon I hanya digunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani langsung oleh
pejabat yang bersangkutan.

b. Cap lembaga (Unit Eselon I} digunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh selain
pejabat Eselon 1.

Contoh cap jabatan dan cap lembaga/unit

Cap Dinas Instansi Cap Dinas Jabatan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN MENTERI PERDAGANGAN
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KEMENTERIAN PERDAGANGAN

WAKIL MENTERI PERDAGANGAN

SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIS JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTUR JENDERAL
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DIREKTORAT JENDERAL DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
cxvDIREKTORAT JENDERAL DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

77 Z

DIREKTORAT JENDERAL DIREKTUR JENDERAL
PERUNDINGAN PERDAGANGAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL INTERNASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL DIREKTUR JENDERAL

PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
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DIREKTORAT JENDERAL DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB
NIAGA NIAGA
7
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI BERJANGKA KOMODITI
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

- Cap dinas yang digunakan untuk naskah dinas bagi Unit
Kerja Unit Layanan Pengadaan, Unit Pelaksana Teknis, dan
Akademi Metrologi, menggunakan cap lembaga (Unit Kerja)

masing-masing.
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contoh sebagai berikut:

BALAI DIKLAT PENGUJI MUTU BARANG AKADEMI METROLOGI DAN
INSTRUMENTASI
BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, BALAI PENGELOLAAN STANDAR
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA NASIONAL SATUAN UKURAN
7 7
\ iy
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MEDAN BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA
MAKASSAR
&f 7
\
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA
SURABAYA BEKASI
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BALAI DIKLAT APARATUR PERDAGANGAN
YOGYAKARTA

BALAI DIKLAT APARATUR PERDAGANGAN

MAKASSAR

AL

BALAI DIKLAT APARATUR PERDAGANGAN
PADANG

7

BSML I

BSML II

=7

\

BSML 11 BSML IV
7 7
- l
BALAI PMB BALAI SERTIFIKASI

7
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BALAI KALIBRASI

- Untuk Cap Dinas Komite Anti Dumping Indonesia
(KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan
Indonesia (KPPI) adalah sebagai berikut:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN
INDONESIA

-Untuk Cap Dinas Perwakilan di Luar Negeri, Indonesia
Trade Promotion Center (ITPC) adalah sebagai berikut:

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
BARCELONA LOS ANGELES
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INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
BUSAN

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
MEXICO CITY

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
BUDAPEST

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
MILAN

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
CHENNAI

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
OSAKA

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
CHICAGO

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
SANTIAGO




- 156 -

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
DUBAI

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
SAO PAULO

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
HAMBURG

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
SYDNEY

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
JEDDAH

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
VANCOUVER

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
JOHANNESBURG

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
SHANGHAI
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INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER
LAGOS

c. Penggunaan Cap Dinas untuk Naskah Dinas Sangat Rahasia
Cap Dinas yang digunakan untuk naskah dinas yang
membutuhkan tingkat pengamanan tinggi (naskah dinas
sangat rahasia) sebaiknya menggunakan cap yang dicetak
timbul (emboss) tanpa menggunakan tinta dengan maksud
untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian.

d. Kewenangan Penyimpanan dan Penggunaan Cap Dinas Untuk
Naskah Dinas
Penyimpanan dan penggunaan Cap Dinas untuk naskah
dinas menjadi kewenangan pimpinan Unit Eselon I masing-
masing.

Pimpinan Unit Eselon [ masing-masing menunjuk:

1) pejabat/petugas di lingkungan Sekretariat Unit Eselon [;

2) pejabat/petugas di lingkungan Unit Eselon II bagi Unit
Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Unit Eselon
IT teknis, dan Unit Eselon III teknis yang berlokasi di luar
kantor pusat,

untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan Cap Dinas

serta bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan

pengamanan penggunaan cap dinas dimaksud.



II1.

=138 =

PENGAMANAN NASKAH DINAS

A.

Watermarks

Watermarks yaitu gambar dikenali atau pola pada kertas yang
muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang
harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi
kerapatan kertas.

Contoh:

Rosettes

Rosettes yaitu suatu Teknik security printing yang berbentuk
garis-garis melengkung tidak terputus dan menempati suatu area

tertentu. Biasanya menyerupai bunga.

Contoh:

Guilloche

Guilloche yaitu suatu Teknik security printing yang terdiri dari
garis-garis melengkung tidak terputus yang menempati suatu
area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk

suatu ornamen border yang indah.
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Contoh:

Filter image

Filter image yaitu suatu Teknik security printing yang hanya dapat
terlihat bila filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan

tanpa alat pembaca ini, text tidak dapat terbaca.

Contoh:

Anticopy

Anticopy yaitu suatu teknik security printing dengan garis atau
raster pada area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak

apabila dokumen ini difotocopi.
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Microtext

Microtext Adalah suatu Teknik security printing yang memakai
elemen pengaman yang tersembunyi terdiri dari teks dengan
ukuran sangat kecil sehingga secara kasat mata akan tampak
seperti suatu garis. Perlu bantuan lensa pembesar untuk melihat

teks ini.

Contoh:

s Y B-ADIPRA Tam, o
R 04 U

Line width modulation

Line width modulation yaitu suatu Teknik security printing yang
terbentuk dari susunan garis yang mengalami penebalan pada

garis-garis desain lurus maupun lengkungan pada area tertentu.

Contoh:

e
e

N

—
-~

Simper
g’
A
B

-
i
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Relief motif

Relief motif yaitu suatu Teknik security printing yang dibentuk
dengan pembengkokan pada areal tertentu sehingga akan
menimbulkan image seolah-olah desain relief (motif) terkesan
timbul.

Contoh:

Invisible ink

Invisible ink yaitu suatu Teknik security printing yang berupa
aplikasi teks, gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta
sekuriti khusus untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan

tampak apabila diamati dibawah sinar ultra violet.

Contoh:




- 163 -

IV. KEWENANGAN PENANDATANGANAN

A.

Penggunaan Garis Kewenangan

Pimpinan lembaga bertanggung jawab atas segala kegiatan yang

dilakukan di dalam organisasi atau lembaganya. Tanggung jawab

tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada

seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan

digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang

mendapat pendelegasian dari pejabat yang berwenang.

Penandatanganan

Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis

kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat

cara.

1. Atas Nama (a.n.)
Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang
menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat
yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan
tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab
tetap berada pada pejabat yang memberikan mandat dan
pejabat yang menerima mandat harus
mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberikan
mandat.
Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain
yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap
dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan

singkatan a.n.

Contoh Format Atas Nama:

a.n. Menteri Perdagangan

Sekretaris Jenderal,

2.  Untuk Beliau (u.b.)
Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang

diberikan kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu
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tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan
setelah atas nama(a.n.). Pemberian mandat ini mengikuti
urutan sampai dua tingkat struktural di bawahnya. Tanggung
jawab tetap berada pada pejabat yang memberi mandat dan
pejabat yang menerima mandat harus
mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberi

mandat.

Contoh Format Untuk Beliau:

a.n. Menteri Perdagangan
Sekretaris Jenderal,
Wl

Kepala Biro Umum

Pelaksana Tugas (Plt.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat

(P1t.), sebagai berikut:

a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang
berwenang menandatangani naskah dinas belum
ditetapkan karena menunggu Kketentuan bidang
kepegawaian lebih lanjut.

b. Wewenang PIt. bersifat sementara, sampai dengan
pejabat yang definitif ditetapkan.

c. Plt. Dbertanggung jawab atas naskah dinas yang

ditandatanganinya.

Contoh Format Pelaksana Tugas:

Plt. Kepala Biro Umum

Tanda tangan

Nama lengkap
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Pelaksana Harian (Plh.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, yang

disingkat (Plh.), sebagai berikut:

a. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang
berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada
ditempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat sementara yang
menggantikannya.

b. Wewenang Plh. bersifat sementara, sampai dengan
pejabat yang definitif kembali di tempat.

c. Plh. mempertanggungjawabkan naskah dinas yang

ditandatanganinya kepada pejabat definitif.

contoh Format Pelaksana Harian:

Plh. Kepala Biro Umum,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

C. Kewenangan Penandatanganan

1.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani
naskah dinas antar lembaga yang bersifat
kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan
tertinggi lembaga.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani
naskah dinas yang tidak bersifat
kebijakan/keputusan/arahan dapat dilimpahkan kepada
pimpinan lembaga di setiap tingkat eselon atau pejabat lain

yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya.
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PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan

lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas

harus diikuti dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut:

A. Naskah Dinas Masuk

1.

Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang

diterima dari orang atau lembaga lain. Prinsip penanganan

naskah dinas masuk:

a.

Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di unit
kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi
kesekretariatan.

Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima
oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit
kearsipan.

Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada
pejabat atau staf Unit Pengolah harus diregistrasikan di

unit kearsipan.

Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui

tahapan sebagai berikut:

a.

Penerimaan

Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul

tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi

keamanan: sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T),

biasa (B).

Pencatatan

1) Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas
penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan
kategori klasifikasi keamanan.

2) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan
registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian

naskah dinas. Registrasi naskah dinas meliputi:
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a) Nomor urut.

b) Tanggal penerimaan.

c) Tanggal dan nomor naskah dinas.
d) Asal naskah dinas.

e) Isiringkas naskah dinas.

f)  Unit kerja yang dituju.

g) Keterangan.

Sarana pengendalian naskah dinas antara lain
dapat berupa:

a) Buku Agenda Naskah Dinas Masuk.
b) Kartu kendali.

c) Takah.

d) Agenda Elektronik.

c. Pengarahan

1)

Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori
sangat rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan
langsung kepada Unit Pengolah yang dituju.

Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori
biasa/terbuka  dilakukan dengan membuka,
membaca dan memahami keseluruhan isi dan
maksud naskah dinas untuk mengetahui Unit
Pengolah yang akan menindaklanjuti naskah dinas

tersebut.

d. Penyampaian

1)

Naskah dinas masuk disampaikan kepada Unit
Pengolah sesuai dengan arahan dengan bukti
penyampaian naskah dinas.

Bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat
informasi tentang:

a) Nomor urut pencatatan.

b) Tanggal dan nomor naskah dinas.

c) Asal naskah dinas.

d) Isiringkas naskah dinas.
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e) Unit kerja yang dituju.
f)  Waktu penerimaan.
g) Tandatangan dan nama penerima di Unit
Pengolah.
3) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat
berupa:
a) Buku ekspedisi.

b) Lembar tanda terima penyampaian.

B. Naskah Dinas Keluar

1. Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang

dikirim ke orang atau lembaga lain. Prinsip pengendalian

naskah dinas keluar:

a.

Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan
diregistrasi di unit kearsipan atau unit lain yang
menyelenggarakan fungsi kesekretariatan termasuk
naskah dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat
atau staf Unit Pengolah.

Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan
terhadap kelengkapan naskah dinas, meliputi:

1) Nomor naskah dinas;

2) Cap dinas;

3) Tandatangan;

4)  Alamat yang dituju; dan

S) Lampiran (jika ada).

2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui

tahapan sebagai berikut:

a.

Pencatatan

1) Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi
pada sarana pengendalian naskah dinas keluar.

2) Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan
dengan registrasi naskah dinas pada sarana
pengendalian naskah dinas keluar. Informasi sarana

pengendalian naskah dinas keluar meliputi:
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a) Nomor urut;

b) Tanggal pengiriman;

c) Tanggal dan nomor naskah dinas;
d) Tujuan naskah dinas;

e) Isiringkas naskah dinas; dan

f)  Keterangan.

3) Sarana pengendalian naskah dinas keluar antara
lain dapat berupa:

a) Buku Agenda Naskah Dinas Keluar;
b) Kartu kendali;

c) Takah; dan

d) Agenda Elektronik.

Penggandaan

1) Penggandaan naskah dinas adalah kegiatan
memperbanyak naskah dinas dengan sarana
reproduksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.

2) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah
naskah dinas keluar ditandatangani oleh pejabat
yang berhak.

3) Penggandaan naskah dinas keluar yang kategori
klasifikasi keamanannya sangat rahasia, rahasia,
dan terbatas harus diawasi secara ketat.

Pengiriman

1)

Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh
Unit Pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan
mencantumkan alamat lengkap dan nomor naskah
dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan:
Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan
Biasa (B).
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Khusus untuk naskah dinas dengan kategori
klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia
(R), dan Terbatas (T) dimasukkan ke dalam amplop
kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang
dituju dan pembubuhan Cap Dinas.

Untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah
dinas dapat dikirimkan secara khusus dengan
menambahkan tanda ‘u.p’ (untuk perhatian) diikuti
nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama

jabatan yang dituju.

d. Penyimpanan

1)

2)

3)

Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus
didokumentasikan oleh Unit Pengolah dan wunit
kearsipan yang berupa sarana pengendalian naskah
dinas dan pertinggal naskah dinas keluar.

Pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan
merupakan naskah dinas asli yang diparaf oleh
pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya.
Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar
diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan naskah
dinas masuk yang memiliki informasi atau subyek

yang sama.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan

Kepala Biro K

“SRI'HARIYATI




